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ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of weakness of internal control system 
(SPI), incompliance with laws and regulations, follow-up of audit 
recommendation, independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio on 
audit opinion of local government financial statement in district/city in Central 
Java during 2015-2017. 
The kind of this study is quantitative research. The population of this study 
includes all district/city local government in Central Java. Sampling technique of 
this study is purposive sampling method and obtained 28 local governments. Data 
analysis of this study uses logistic regression. 
The results of this study showed that the effect of weakness of internal 
control system (SPI) and follow-up of audit recommendation have effect on the 
audit opinion of local government financial statement. Meanwhile, incompliance 
with laws and regulations, independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency 
ratio have no effect on audit opinion of local government financial statement. 
Keyword: audit opinion, weakness of internal control system (SPI), incompliance 
with laws and regulations, follow-up, independence, effectiveness, 
efficiency. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kelemahan sistem 
pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, rasio kemandirian, rasio 
efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah 
daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah tahun 2015-2017. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian 
ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode purposive 
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 28 pemerintah daerah. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel kelemahan SPI dan tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini audit laporan 
keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, variabel ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio 
efisiensi tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
Kata kunci: opini audit, kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tindak 
lanjut, kemandirian, efektivitas, efisiensi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi atas daerah 
provinsi yang terdiri dari wilayah kabupaten dan kota yang memiliki 
pemerintahan daerahnya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah mengurus rumah tangganya sendiri 
menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah 
kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus pemerintahan daerahnya sendiri 
untuk menyejahterakan masyarakat. 
Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur tentang 
otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Adanya otonomi daerah ini membawa salah satu misi di dalamnya, yaitu 
memberdayakan dan menciptakan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam 
perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, otonomi daerah dapat 
menjadi jalan pemerintah untuk mengelola dan memperbaharui 
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sistem keuangannya, yang menuntutnya untuk melakukan pengelolaan keuangan 
yang bersifat public oriented (Putry dan Badrudin, 2017). 
Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
pemerintah daerah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam upaya 
meningkatkan kinerja yang berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik 
(Kusumawati dan Ratmono, 2017). Sebagai alat evaluasi pemerintah pusat, 
pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang 
berupa laporan keuangan (Masdiantini dan Erawati, 2016). 
Laporan pertanggungjawaban tersebut biasa disebut dengan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut PSAP Nomor 1 Paragraf 14 SAP 
berbasis akrual, LKPD ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, 
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa laporan keuangan 
yang disusun pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian 
setelah BPK menerima LKPD tersebut, BPK diberikan waktu selama 2 (dua) 
bulan untuk melakukan audit terhadap LKPD sebelum diberikan kepada DPRD. 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang diadakan oleh 
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pemerintah sebagaimana dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 
BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling 
lambat 2 (dua) bulan setelah BPK menerima LKPD dari pemerintah daerah, 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara. 
LHP atas LKPD yang disusun oleh BPK memuat opini auditor BPK atas 
LKPD yang telah disusun oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 Ayat 11 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, “Opini adalah pernyataan profesional 
sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan”. 
Opini audit BPK atas LKPD ini dianggap sebagai catatan kinerja keuangan 
pada pemerintah daerah ini baik atau buruk (Rosadi, Siyamto, dan Aisyiah, 2017). 
Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa opini audit BPK atas LKPD ini penting 
untuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah berlomba-lomba untuk mendapatkan 
opini audit yang terbaik atas laporan keuangan yang mereka susun. 
Dalam Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004, terdapat 4 opini audit yang dapat diberikan yaitu Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified 
Opinion), Tidak Wajar (Adversed Opinion), dan Pernyataan Menolak 
Memberikan Opini (Disclaimer of Opinion). 
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Opini audit atas LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami 
peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pada tahun 2015, jumlah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mendapatkan opini WDP sebanyak 15 
kabupaten/kota dan opini WTP sebanyak 20 kabupaten/kota. Sedangkan di tahun 
2016, hanya terdapat 5 kabupaten/kota yang mendapatkan opini WDP dan opini 
WTP sebanyak 30 kabupaten/kota. Akan tetapi, terdapat 2 kabupaten mengalami 
penurunan opini atas LKPD yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Kebumen 
(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). 
Penyebab Kabupaten Kebumen mendapatkan opini WDP adalah terdapat 
catatan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan (Warta Kebumen, 2017). Sedangkan 
untuk Kabupaten Klaten, hal ini terjadi karena terdapat temuan yang terkait 
dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Prakoso, 2017). 
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Heri 
Subowo, mengatakan bahwa terdapat sebanyak 421 temuan ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan pada laporan keuangan pemerintah 
daerah tahun 2016. Meski terdapat temuan sebanyak itu, BPK tetap memberikan 
opini WTP, karena secara kuantitas dan kualitas tidak terlalu materiil (Pernando, 
2017). 
Dalam Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara disebutkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan 
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terhadap peraturan perundang-undangan merupakan faktor yang mempengaruhi 
pemberian opini oleh BPK. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
baik tidaknya opini yang diberikan BPK dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya 
SPI di suatu pemerintah daerah dan apakah pemerintah daerah patuh atau tidak 
terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatannya. 
Secara garis besar, terjadi peningkatan atas opini LKPD di seluruh 
Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Peningkatan opini dari Tidak Wajar 
(TW), TMP, dan WDP menjadi WTP sebanyak 84 LKPD; dan Tidak Wajar 
(TW)/TMP menjadi WDP sebanyak 15 LKPD. Hal ini terjadi karena pemerintah 
daerah telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK seperti yang tercantum 
dalam Pasal 20 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Biro Humas dan Kerja 
Sama Internasional BPK RI, 2017). 
Terdapat gap atas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
hubungan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Penelitian dari 
Iswanto (2013); Zevita (2016); Kusumawati dan Ratmono (2017); Darmawati 
(2017); Purbasari dan Bawono (2017); serta Rosadi, Siyamto, dan Aisyiah (2017) 
menunjukkan hasil bahwa kelemahan SPI berpengaruh terhadap opini laporan 
keuangan pemerintah daerah.Sedangkan penelitian dari Nurdiono (2014); Safitri 
dan Darsono (2015); Alfiani, et al. (2017); dan Hartanto (2017) menunjukkan 
hasil bahwa kelemahan SPI tidak berpengaruh terhadap opini laporan keuangan 
pemerintah daerah.  
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Penelitian dari Safitri dan Darsono (2015) dan Darmawati (2017) 
menunjukkan hasil bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. 
Sedangkan penelitian dari Nurdiono (2014); Alfiani, et al. (2017); Kusumawati 
dan Ratmono (2017); dan Setiawan (2017) menunjukkan hasil bahwa 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh 
terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian dari Darmawati (2017) serta Kusumawati dan Ratmono (2017) 
menunjukkan hasil bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 
berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. 
Sedangkan penelitian dari Nurdiono (2014) menunjukkan hasil bahwa tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap hasil audit 
LKPD. 
Pengukuran kinerja sektor publik dapat dilakukan dengan menghitung 
rasio-rasio keuangan yang disusun dari angka-angka dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa rasio tersebut diantaranya: (1) rasio 
kemandirian, (2) rasio efektivitas dan efisiensi, dan (3) rasio debt service 
coverage (Halim, 2008). 
Selain itu, pengukuran kinerja sektor publik dapat diukur juga dengan 
menggunakan konsep Value for Money. Konsep value for money merupakan 
konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, 
kegiatan, dan organisasi (Halim dan Kusufi, 2014). Konsep ini juga memiliki 
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rasio sendiri untuk mengukur kinerja sektor publik. Rasio-rasio tersebut meliputi: 
(1) rasio ekonomi, (2) rasio efektivitas, dan (3) rasio efisiensi. Semakin baik 
kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, maka semakin baik pula opini yang 
akan diterima oleh pemerintah daerah (Khairudin, 2013). 
Penulis memilih untuk menggunakan rasio kemandirian karena beberapa 
pemerintah daerah masih mengandalkan keuangan pemerintah pusat yang 
mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan pemerintah daerah, belum 
mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah, dan masih banyak 
pengalokasian dana untuk belanja rutin (Susanto dan Badrudin, 2016). 
Selain itu, alasan penulis memilih untuk menggunakan rasio efektivitas 
dan rasio efisiensi karena rasio tersebut merupakan konsep value for money, 
konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering disebut 
dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik (Halim dan Kusufi, 2014). 
Beberapa penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh rasio 
kemandirian terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah 
menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo 
(2015) dan Erryana dan Setyawan (2016) menunjukkan hasil bahwa rasio 
kemandirian berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah 
daerah. Sedangkan penelitian Hartanto (2017) serta Purbasari dan Bawono (2017) 
menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap opini 
audit laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh rasio efektivitas terhadap 
opini audit laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang tidak 
konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Iswanto (2013) serta Erryana dan 
Setyawan (2016) menunjukkan hasil bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap 
opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Wibowo (2015) dan Hartanto (2017) menunjukkan hasil bahwa 
rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh rasio efisiensi terhadap 
opini audit laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang tidak 
konsisten.Penelitian yang dilakukan oleh Iswanto (2013) menunjukkan hasil 
bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan yang 
diproksikan dengan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2015) menunjukkan hasil bahwa rasio 
efisiensi tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis akan 
mengambil judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah”. Dengan variabel independen: kelemahan SPI, 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, rasio kemandirian, rasio 
efektivitas, dan rasio efisiensiserta variabel dependen: opini audit LKPD. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang meliputi: 
1. Opini audit LKPD kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami peningkatan 
dari tahun 2015 hingga 2016, tetapi terdapat 2 kabupaten yang mengalami 
penurunan opini audit LKPD. Hal ini terjadi karena terdapat catatan buruk dari 
BPK terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
2. Adanya gap atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait 
dengan pengaruh kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, tindak lanjut rekomendasi, rasio kemandirian, rasio 
efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap opini audit laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penulis akan 
membatasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Hal tersebut 
dikarenakan topik yang diambil oleh penulis memiliki cakupan yang cukup luas 
dan memiliki keterkaitan terhadap topik lain. 
Penulis memfokuskan untuk hanya menguji pengaruh variabel kelemahan 
sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, tindak lanjut rekomendasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan 
rasio efisiensi. Penulis memilih tahun 2015-2017 sebagai tahun pengamatan dan 
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memilih pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai objek 
penelitian karena masalah yang telah dipaparkan terjadi pada tahun tersebut. 
1.4 Rumusan Masalah 
Berikut adalah rumusan masalah yang penulis susun berdasarkan latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah penulis 
susun sebelumnya: 
1. Apakah terdapat pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) 
terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah? 
2. Apakah terdapat pengaruh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah? 
3. Apakah terdapat pengaruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 
terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah? 
4. Apakah terdapat pengaruh rasio kemandirian terhadap opini audit laporan 
keuangan pemerintah daerah? 
5. Apakah terdapat pengaruh rasio efektivitas terhadap opini audit laporan 
keuangan pemerintah daerah? 
6. Apakah terdapat pengaruh rasio efisiensi terhadap opini audit laporan 
keuangan pemerintah daerah? 
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1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang penulis susun adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern 
(SPI) terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. 
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh tindak lanjut rekomendasi hasil 
pemeriksaan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. 
4. Untuk mengetahui adanya pengaruhrasio kemandirian terhadap opini audit 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh rasio efektivitas terhadap opini audit 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
6. Untuk mengetahui adanya pengaruh rasio efisiensi terhadap opini audit 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
1.6 Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis 
Untuk menambah wawasan penulis mengenai hubungan antara 
karakteristik pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah 
terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah serta penulis dapat 
mengaplikasikan teori dan praktek. 
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2. Bagi Pemerintah Daerah 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 
pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
Tengah untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat meningkatkan atau 
mempertahankan opini atas laporan keuangannya. 
3. Bagi Peneliti Lain 
Untuk menambah referensi bagi peneliti lain yang ingin membuat tema 
penelitian yang sama dengan peneliti. 
1.7 Jadwal Penelitian 
TERLAMPIR 
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB I: PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, jadwal 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II: LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, 
kerangka berfikir, dan hipotesis. Teori-teori yang digunakan berasal dari 
literature-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain 
yang relevan dan valid. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan perihal waktu dan lokasi penelitian, jenis 
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, jenis dan sumber 
data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data yang akan 
dipakai dalam melakukan penelitian. 
BAB IV: ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pelaksanaan atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
yang terdiri dari hasil analisis dan pembahasannya. 
BAB VI: PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak 
yang menjadi objek penelitian serta pihak lain yang berkepentingan 
dengan penelitian ini.  
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 Agency Theory 
Agency theory atau teori keagenan menekankan pentingnya pemilik 
perusahaan (principal) menyerahkan pengelolaan perusahaannya kepada tenaga 
profesional (agen) dalam mengelola jalannya perusahaan. Tujuannya adalah agar 
pemilik memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang 
seefisien mungkin karena perusahaan dikelola oleh tenaga profesional 
(Tandiontong, 2016). 
Namun, pemisahan tersebut memiliki sisi negatif. Munculnya keinginan 
yang mengarah untuk memaksimalkan kepentingan pengelolaannya sendiri 
dengan biaya yang ditanggung oleh pemilik perusahaan karena keleluasaan dalam 
hal pengelolaan manajemen perusahaan. Serta dapat menimbulkan masalah terkait 
dengan transparansi dan keseimbangan yang tepat antar-kepentingan 
(Tandiontong, 2016). 
Menurut Lane (2003a), teori keagenan ini tak hanya dapat diterapkan pada 
sektor privat saja, namun juga dapat diterapkan dalam organisasi publik (Halim 
dan Abdullah, 2006). Lane (2000: 12-13) menyatakan bahwa negara demokrasi 
modern didasarkan pada seperangkat hubungan principal-agent pada sektor 
publik. 
Dalam sektor privat, pemilik perusahaan atau investor berperan sebagai 
principal dan tenaga profesional dalam bidang pengelolaan bisnis berperan 
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sebagai agent. Sedangkan dalam sektor publik, terdapat 2 hubungan principal-
agent. Pertama, legislatif dan publik/masyarakat berperan sebagai principal dan 
eksekutif berperan sebagai agent. Kedua, publik/masyarakat berperan sebagai 
principal dan legislatif berperan sebagai agent (Halim dan Abdullah, 2006). 
Masalah keagenan pun juga terdapat pada sektor publik. Masalah 
keagenan tersebut dapat disebabkan karena asimetri informasi, pembatasan 
rasionalitas, kontrak yang abigu, moral hazard, dan pilihan yang kurang tepat di 
tingkat yang sama pada sektor publik (Bergman dan Lane, 1990). Dalam sektor 
publik terdapat 2 arah hubungan principal-agent, maka masalah kegenan tersebut 
pun ada 2, yaitu masalah keagenan pada eksekutif dan masalah keagenan pada 
legislatif (Halim dan Abdullah, 2006). 
Masalah keagenan pada eksekutif terjadi pada kegiatan budgeting. 
Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek pemerintahan. 
Anggaran yang disusun untuk pelayanan publik dialokasikan berdasarkan asumsi 
yang memudahkan eksekutif untuk melakukan pelayanan dengan baik. Selain itu, 
masalah keagenan ini pun dapat terjadi karena perilaku oportunistik dari eksekutif 
selaku agen (Halim dan Abdullah, 2006). 
Eksekutif cenderung mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari 
yang terjadi sekarang (asas maksimal). Namun, eksekutif cenderung mengusulkan 
target yang lebih rendah (asas minimal) agar target lebih mudah dicapai ketika 
realisasi. Usulan anggaran yang mengandung slack tersebut disebut sebagai 
gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. Kejadian itu 
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terjadi karena eksekutif menginginkan posisi yang aman dan nyaman dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya (Halim dan Abdullah, 2006). 
Masalah keagenan yang terjadi di legislatif terjadi karena masalah 
oportunistik yang dapat terjadi pada dua posisi, yakni legislatif sebagai prinsipal 
dan legislatif sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif bisa 
merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah 
merupakan kesepakatan bersama-sama dengan eksekutif. Namun, dalam 
kenyataannya, hanya pihak legislatif yang diuntungkan (Halim dan Abdullah, 
2006). 
Sebagai agen bagi masyarakat, legislatif seharusnya menyusun anggaran 
berdasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang dijumpai ketika 
legislatif melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dengan turun ke lapangan 
(Halim dan Abdullah, 2006). 
Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa 
“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan 
oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Pasal 23 Ayat 3 
Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Apabila Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang 
diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan 
belanja negara tahun lalu”. 
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Hal ini menunjukkan hubungan keagenan antara Presiden, selaku agent, 
serta DPR dan DPD, selaku principal. Presiden, selaku agent, merancang 
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk satu tahun ke depan. DPR 
dan DPD, selaku principal, membuat keputusan untuk menyetujui atau tidak 
usulan anggaran yang diajukan oleh presiden. 
Jika hal ini dikorelasikan dengan pemerintahan daerah, maka 
walikota/bupati/gubernur menjalankan peran sebagai agent sedangkan DPD dan 
DPRD menjalankan peran sebagai principal. Hal yang terjadi mungkin akan sama 
dengan hubungan keagenan yang terjadi antara presiden dengan DPR dan DPD. 
Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa 
“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan 
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan 
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. 
Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa entitas 
yang melakukan pelaporan meliputi: (1) pemerintah pusat; (2) pemerintah daerah; 
(3) kementerian negara/lembaga; dan (4) bendahara umum negara. 
Isi peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, kementerian negara/lembaga, beserta bendahara umum negara merupakan 
agent yang melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan dalam Pasal 
23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pengelolaan 
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keuangan negara dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab kepada 
masyarakat/rakyat. Jika dikaitkan, kedua peraturan tersebut dapat menunjukkan 
hubungan keagenan yang terjadi antara entitas pelaporan dengan 
masyarakat/rakyat. 
Dalam kasus ini, entitas pelaporan yang meliputi pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga, dan bendaharawan umum 
negara selaku agent yang menjalankan pengelolaan keuangan negara yang 
bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat selaku principal. 
Sebelumnya telah dibahas mengenai hubungan keagenan yang terjadi antara 
presiden dan/atau walikota/bupati/gubernur dengan DPR dan DPD. Jika 
dikorelasikan dengan hubungan keagenan yang terjadi antara presiden dan/atau 
walikota/bupati/gubernur dengan masyarakat/rakyat, maka terjadi hubungan 
keagenan pula antara DPR dan DPD dengan masyarakat/rakyat. 
Hubungan keagenan yang terjadi antara DPR dan DPD dengan 
masyarakat/rakyat yaitu DPR dan DPD selaku agent yang berperan sebagai wakil 
dari masyarakat/rakyat yang melakukan pemantauan dan pengawasan langsung 
terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh entitas 
pelaporan. Sedangkan masyarakat/rakyat selaku principal. 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan 
pemerintah pusat/daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah sebagai bentuk otonomi 
daerah. Laporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan kepada 
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masyarakat/rakyat ini wajib diperiksa oleh lembaga negara yang disebut Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003. 
BPK merupakan badan audit independen yang dibentuk untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh 
entitas pelaporan (Pasal 23E UUD 1945). BPK mengeluarkan hasil pemeriksaan 
keuangan yang berupa opini audit (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017). 
Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
menyebutkan bahwa BPK memberikan opini audit berdasarkan pada: (1) 
kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) kecukupan 
pengungkapan; (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) 
efektivitas sistem pengendalian intern. Dari pemeriksaan laporan keuangan 
pemerintah pusat/daerah yang dilakukan oleh BPK, masyarakat/rakyat dapat 
melihat baik tidaknya pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh 
pemerintah daerah. 
2.1.2 Laporan Keuangan Sektor Publik 
Laporan keuangan sektor publik adalah gambaran posisi keuangan dari 
transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik, termasuk pemerintah daerah. 
Tujuan khusus pelaporan keuangan bagi sektor publik adalah untuk menyediakan 
20 
 
 
informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan 
akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dikelolanya (Bastian, 2006). 
Komponen laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Paragraf 14 Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 
2010) berbasis Akrual terdiri dari: 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Menurut SAP berbasis Akrual, “LRA menyajikan ikhtisar sumber, 
alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam satu periode pelaporan”. 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 
Menurut SAP berbasis Akrual, “Laporan perubahan SAL menyajikan 
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya”. 
3. Neraca 
Menurut SAP berbasis Akrual, “Neraca menggambarkan posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 
tanggal tertentu”. 
4. Laporan Operasional (LO) 
Menurut SAP berbasis Akrual, “Laporan Operasional Menyajikan 
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas penggunaannya yang 
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dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan dalam satu periode pelaporan”. 
5. Laporan Arus Kas (LAK) 
Menurut SAP berbasis Akrual, “Laporan Arus Kas menyajikan 
informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 
transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan 
saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu”. 
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
Menurut SAP berbasis Akrual, “Laporan Perubahan Ekuitas 
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya”. 
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
Menurut SAP berbasis Akrual, “Catatan atas Laporan Keuangan 
meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, 
Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK”. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa laporan 
keuangan pemerintah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
sebelum disampaikan pada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. 
Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini bertujuan untuk memberikan opini seperti 
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Jadi, laporan 
keuangan yang disusun oleh pemerintah yang akan diaudit oleh BPK masih 
berstatus belum diaudit (unaudited financial statements). 
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Laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut dapat disesuaikan 
berdasarkan temuan audit dan/atau koreksi lain yang diharuskan oleh SAP. 
Laporan keuangan yang telah diperiksa dan dibeperbaiki tersebut yang menjadi 
usulan oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu rancangan undang-undang atau 
peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah untuk 
dibahas dan disetujui oleh DPR/DPRD (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2006). 
2.1.3 Audit Sektor Publik 
Audit pada sektor publik adalah proses sistematik untuk melakukan 
pengujian seberapa akurat dan lengkapnya informasi yang disajikan dalam 
laporan keuangan pada organisasi sektor publik. Proses pengujian ini dilakukan 
oleh akuntan publik yang bersertifikasi yang kemudian mengeluarkan opini 
mengenai baik tidaknya laporan keuangan organisasi sektor publik itu dalam 
mewakili posisi keuangannya dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi 
prinsip akuntansi berterima umum (PABU) (Bastian, 2014). 
1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 
Menurut Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pemeriksa 
keuangan adalah badan yang diadakan oleh negara yang bertugas untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil 
pemeriksaan yang telah selesai dilakukan BPK diserahkan pada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Hasil yang telah diserahkan tersebut kemudian ditindaklanjuti 
oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 
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2.1.4 Opini Audit 
Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, “Opini adalah pernyataan 
profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan”. Opini audit ini dikeluarkan oleh BPK RI 
selaku badan audit independen yang dibentuk untuk mengawasi pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 
Dalam paragraf penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, opini yang dikeluarkan BPK didasarkan pada beberapa kriteria yang 
meliputi: (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) 
kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); (3) kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. 
1. Jenis-Jenis Opini 
Menurut Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (Keputusan 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/K/I-
XIII.2/6/2008), disebutkan bahwa terdapat 4 jenis opini audit yang dapat 
diberikan oleh BPK, yaitu: 
a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (Unqualified Opinion) 
Opini tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan 
dan diungkapkan secara wajar dalam segala aspek yang material dan 
informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para 
pengguna laporan keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan 
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Paragraf Penjelasan – WTP DPP (unqualified opinion with modified 
wording) termasuk ke dalam opini WTP. 
b. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (Qualified Opinion) 
Opini tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan 
dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali 
untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengecualian yang dapat 
menimbulkan suatu dampak. Dengan demikian, informasi keuangan dalam 
laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini auditor dapat 
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 
c. Opini Tidak Wajar – TW (Adversed Opinion) 
Opini tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 
disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, 
sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat 
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 
d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini – TMP (Disclaimer of Opinion). 
Opini tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat 
diperiksa sesuai dengan standar audit. Dengan kata lain, auditor tidak 
dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah 
saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak 
dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini tersebut 
juga disebut dengan Tidak Memberikan Pendapat. 
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2.1.5 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
Menurut Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 
“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 
manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam 
pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan”. 
Kelemahan sistem pengendalian intern merupakan temuan yang memuat 
permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 
serta kelemahan struktur pengendalian intern. Pemeriksaan ini terdapat dalam 
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan memuat 
permasalahan yang tidak berdampak secara finansial (Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia, 2017). 
BPK mengidentifikasi jenis-jenis kelemahan sistem pengendalian intern, 
yaitu kelemahan sistem pengendalian terkait dengan: (1) akuntansi dan pelaporan; 
(2) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (3) pengendalian intern 
(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). 
Menurut Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, sistem pengendalian intern (SPI) merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi pemberian opini audit dari BPK terhadap laporan keuangan 
pemerintah daerah. Kenaikan opini audit yang akan diterima oleh pemerintah 
26 
 
 
daerah dapat dipengaruhi oleh perbaikan yang dilakukan pemerintah atas temuan 
kelemahan SPI tahun sebelumnya (Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia, 2017). 
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah 
temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern mempengaruhi baik 
tidaknya opini audit yang diberikan oleh BPK selaku badan pemeriksa kepada 
pemerintah daerah. 
2.1.6 Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan 
temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan 
penerimaan, administrasi, dan indikasi tindak pidana. Temuan ini terdapat pada 
pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017). 
Temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan memuat 
permasalahan yang berdampak secara finansial. Temuan administrasi memuat 
permasalahan yang tidak berdampak secara finansial. Temuan indikasi tindak 
pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum (Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia, 2017). 
Dalam Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara disebutkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
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termasuk dalam salah satu aspek yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK 
atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kenaikan opini audit yang akan 
diterima oleh pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh perbaikan yang dilakukan 
pemerintah atas temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
tahun sebelumnya (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). 
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah 
temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
mempengaruhi baik tidaknya opini audit yang diberikan oleh BPK selaku badan 
pemeriksa kepada pemerintah daerah. 
2.1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI 
Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) disebutkan 
bahwa, “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 
pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang 
untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan”. 
Setelah BPK selesai melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan 
pemerintah daerah, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah atas 
temuan-temuan yang diperoleh BPK melalui audit yang dilakukan. Rekomendasi 
yang diberikan oleh BPK ini tergantung dengan temuan yang diperoleh. Jika BPK 
menemukan terjadinya kelemahan SPI, BPK akan memberikan rekomendasi 
berupa masukan untuk memperbaiki pengawasan dan pengendalian (Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). 
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Sedangkan jika BPK menemukan terjadinya ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, BPK akan memberikan rekomendasi untuk 
mengembalikan uang sejumlah kerugian yang telah diakibatkan oleh 
ketidakpatuhan tersebut dan perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan 
(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). 
BPK memantau secara berkala tindak lanjut hasil pemeriksaan yang 
kemudian disampaikan kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung 
jawab. Tujuan dilakukannya pemantauan ini adalah untuk meningkatkan 
efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dan membantu lembaga perwakilan dan 
pemerintah untuk memperbaiki tata kelolanya (Peraturan Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017). 
Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa 
pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi. Tindak lanjut atas 
rekomendasi BPK harus disampaikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya 
60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Jika pemerintah 
daerah tidak melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, maka akan 
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Opini audit yang akan diterima oleh pemerintah daerah dipengaruhi 
oleh jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). 
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2.1.8 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 
Menurut Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Keuangan daerah adalah semua hak dan 
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. 
Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Pengelolaan keuangan daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Menurut 
Pasal 1 Ayat 35 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur”. 
Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 
pengelolaan keuangan daerah adalah suatu hasil dari kegiatan yang akan atau 
telah dicapai yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah. Semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah, maka semakin 
baik pula opini audit yang akan diterima oleh pemerintah daerah (Khairudin, 
2013). 
Pengukuran kinerja sektor privat dengan sektor publik jelas berbeda. 
Pengukuran kinerja sektor publik dapat dilakukan dengan menghitung rasio 
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keuangan yang disusun dari angka-angka yang terdapat dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa rasio tersebut diantaranya: (1) 
rasio kemandirian; (2) rasio efektivitas dan efisiensi; dan (3) rasio debt service 
coverage (Halim, 2008). 
Pengukuran kinerja sektor publik juga dapat diukur dengan menggunakan 
konsep Value for Money. Konsep value for money merupakan konsep untuk 
mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan 
organisasi (Halim dan Kusufi, 2014). Konsep ini juga memiliki rasio sendiri untuk 
mengukur kinerja sektor publik. Rasio-rasio tersebut meliputi: (1) rasio ekonomi; 
(2) rasio efektivitas; dan (3) rasio efisiensi. Penelitian ini menggunakan 3 rasio 
keuangan sebagai proksi kinerja keuangan, yaitu: 
1. Rasio Kemandirian 
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa mampukah 
pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 
pelayanan kepada masyarakatnya sendiri, dengan sumber pendapatannya yang 
berupa pajak dan retribusi. Rasio kemandirian menggambarkan 
ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana eksternal, dalam hal ini 
adalah sumber dana dari pemerintah pusat/provinsi. Rasio ini juga dapat 
menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah 
yang tercermin dari salah satu unsur pendapatan asli daerah, yaitu pajak dan 
retribusi (Halim, 2008). 
Ketika masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerah, 
pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas dana yang diterima dari 
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masyarakat yang berupa pajak dan retribusi. Salah satu bentuk tanggung 
jawab pemerintah daerah adalah transparansi dan akuntabilitas yang dapat 
tercermin dari opini audit yang diterima pemerintah daerah. Semakin tinggi 
rasio kemandirian, maka pemerintah daerah dinilai cenderung berusaha 
meningkatkan opini laporan keuangannya (Hartanto, 2017). 
Tabel 2.1 
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 
Kemampuan 
Keuangan 
Kemandirian 
(%) 
Pola 
Hubungan 
Rendah sekali 0 – 25 Instruktif 
Rendah 26 – 50 Konstruktif 
Sedang 51 – 75 Partisipatif 
Tinggi 76 – 100 Delegatif 
Sumber: Halim (2004) 
Tabel 2.1 menunjukkan bagaimana pola hubungan dan kemampuan 
daerah berdasarkan persentase rasio kemandirian suatu pemerintah 
daerah.Tingkat kemandirian dengan persentase 0 – 25 tergolong dalam pola 
hubungan instruktif. Pada pola hubungan instruktif, peranan pemerintah 
pusat/provinsi lebih dominan dari tingkat kemandirian suatu pemerintah 
daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah belum mampu melaksanakan 
otonomi daerah (Halim, 2004). 
Tingkat kemandirian dengan persentase 25 – 50 tergolong dalam pola 
hubungan konsultatif. Pada pola hubungan konsultatif, campur tangan 
pemerintah pusat/provinsi mulai berkurang. Dengan kata lain, pemerintah 
daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Tingkat 
kemandirian dengan persentase 50 – 75 tergolong dalam pola hubungan 
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partisipatif. Pada pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah 
pusat/provinsi semakin berkurang. Tingkat kemandirian pemerintah daerah 
dianggap mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya masing-
masing (Halim, 2004). 
Tingkat kemandirian dengan persentase 75 – 100 tergolong dalam pola 
hubungan delegatif. Pada pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah 
pusat/provinsi sudah tidak ada. Pemerintah daerah telah benar-benar dianggap 
mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya dengan mandiri (Halim, 
2004). 
2. Rasio Efektivitas 
Rasio efektivitas mengukur tingkat output suatu organisasi sektor 
publik terhadap target pendapatan yang telah direncanakan oleh organisasi 
sektor publik (Mahsun, 2009). Kemampuan organisasi sektor publik dikatakan 
efektif jika rasio efektivitas mencapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. 
Semakin tinggi rasio efektivitas, maka kinerja keuangan daerah dinilai 
semakin baik (Halim, 2008). 
Tabel 2.2 
Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Tingkat 
Efektivitas (%) Kriteria 
> 100 Sangat Efektif 
100 Efektif 
90 – 99 Cukup Efektif 
75 – 89 Kurang Efektif 
< 75 Tidak Efektif 
Sumber: Mahmudi (2010) 
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3. Rasio Efisiensi 
Rasio efisiensi mengukur tingkat input terhadap tingkat output pada 
organisasi sektor publik. Kinerja organisasi sektor publik dalam memungut 
pendapatan dikatakan efisien jika rasio efisiensi kurang dari 1 atau 100 
persen.Semakin rendah tingkat efisiensi suatu pemerintah daerah, maka 
semakin efisien biaya yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah daerah 
(Mahsun, 2009). Semakin kecil rasio efisiensi, maka kinerja keuangan daerah 
dinilai semakin baik (Halim, 2008). 
Tabel 2.3 
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah 
Tingkat 
Efisiensi (%) Kriteria 
< 10 Sangat Efisien 
10 – 20 Efisien 
21 – 30 Cukup Efisien 
31 – 40 Kurang Efisien 
> 40 Tidak Efisien 
Sumber: Mahmudi (2010) 
Masing-masing rasio tersebut akan menjadi variabel dependen dan diuji 
apakah masing-masing variabel tersebut memilki pengaruh terhadap opini laporan 
keuangan pemerintah daerah. Penulis memilih untuk menggunakan rasio 
kemandirian karena beberapa pemerintah daerah masih mengandalkan keuangan 
pemerintah pusat yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan 
pemerintah daerah (Badrudin, 2016). 
Selain itu, alasan mengapa penulis memilih untuk menggunakan rasio 
efektivitas dan rasio efisiensi karena rasio tersebut merupakan konsep value for 
money, konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering 
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disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik (Halim dan Kusufi, 
2014). 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor 
yang mempengaruhi opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh 
peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya ini memiliki hasil 
yang tidak konsisten. 
Iswanto (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas dan 
efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian intern terhadap 
keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah keandalan laporan keuangan pemerintah daerah yang diukur 
dengan opini audit. Variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dan sistem 
pengendalian intern. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 472 pemerintah 
kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
panel data yang menunjukkan hasil bahwa efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap 
keandalan laporan keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan opini audit. 
Nurdiono (2014) melakukan penelitian mengenai analisis hasil audit 
laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah yang 
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diukur dengan opini audit. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
proporsi anggaran publik, opini sebelumnya, efektivitas pengendalian intern, 
tindak lanjut temuan BPK, dan kompetensi sumber daya manusia. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 434 LKPD seluruh Indonesia tahun 2011. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik yang 
menunjukkan hasil bahwa proporsi anggaran publik dan opini sebelumnya 
berpengaruh terhadap hasil audit LKPD. Sedangkan efektivitas pengendalian 
intern, tindak lanjut temuan BPK, dan kompetensi sumber daya manusia tidak 
berpengaruh terhadap hasil audit LKPD. 
Safitri dan Darsono (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh 
sistem pengendalian internal dan temuan kepatuhan terhadap opini audit pada 
pemerintah daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini WTP 
oleh auditor BPK RI. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kelemahan 
SPI, besaran realisasi anggaran, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, dan opini tahun sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 524 LKPD di Pulau Jawa. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik yang 
menunjukkan hasil bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan 
dan opini tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini WTP. Sedangkan 
kelemahan SPI dan besaran realisasi anggaran tidak berpengaruh pada opini WTP. 
Wibowo (2015) telah melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja 
keuangan pemerintah daerah terhadap opini badan pemeriksa keuangan. Variabel 
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dependen dalam penelitian ini adalah probabilitas opini BPK. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah rasio aktivitas operasional, rasio aktivitas 
pembangunan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan 
pertumbuhan ekonomi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 489 
kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik ordinal yang 
menunjukkan hasil bahwa rasio aktivitas pembangunan, rasio kemandirian, rasio 
aktivitas operasinal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh terhadap probabilitas opini BPK. 
Erryana dan Setyawan (2016) telah melakukan penelitian mengenai 
determinan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel 
dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pelaporan 
keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan opini audit. Variabel independen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemandirian, ketergantungan daerah, 
rasio efektivitas daerah, belanja operasional, belanja modal, dan status daerah. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 pemerintah kabupaten/kota 
se-Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik ordinal yang 
menunjukkan hasil bahwa kemandirian, belanja modal, rasio efektivitas 
daerah,dan status daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 
pemerintah daerah yang diproksikan dengan opini audit. Sedangkan 
ketergantungan daerah dan belanja operasional tidak berpengaruh terhadap 
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akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan 
opini audit. 
Zevita (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik 
pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap opini audit BPK. 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah opini audit. Variabel independen 
pada penelitian ini adalah ukuran pemda, kemakmuran pemda, umur administratif 
pemda, kemandirian pemda, dan kelemahan SPI. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 275 pemda kabupaten/kota di Indonesia TA 2009-2013. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis diskriminan yang 
menunjukkan hasil bahwa kemandirian pemda dan kelemahan SPI berpengaruh 
terhadap opini audit. Sedangkan ukuran pemda, kemakmuran pemda, dan umur 
administratif pemda hanya mampu menjelaskan adanya perbedaan masing-masing 
dalam setiap kategori opini audit. 
Alfiani, et al. (2017) melakukan penelitian mengenai jumlah temuan audit 
atas sistem pengendalian intern dan jumlah temuan atas kepatuhan terhadap opini 
LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat. Variabel dependen pada 
penelitian ini adalah opini LKPD. Variabel independen pada penelitian ini adalah 
jumlah temuan atas SPI dan jumlah temuan audit atas kepatuhan. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 52 LHP LKPD kota/kabupaten di Jawa 
Barat tahun 2014-2015. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel yang 
menunjukkan hasil bahwa jumlah temuan atas SPI dan jumlah temuan audit atas 
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kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini LKPD, baik secara simultan maupun 
parsial. 
Darmawati (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kelemahan 
sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan 
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini BPK RI. Variabel 
dependen pada penelitian ini adalah opini BPK. Variabel independen pada 
penelitian ini adalah kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2.575 LKPD provinsi dan 
kabupaten/kota se Indonesia tahun 2010-2014. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel yang 
menunjukkan hasil bahwa kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh 
terhadap opini BPK. 
Hartanto (2017) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas 
dan kemandirian keuangan daerah serta sistem pengendalian internal terhadap 
opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung. Variabel 
dependen pada penelitian ini adalah opini LKPD. Variabel independen pada 
penelitian ini adalah efektivitas, kemandirian keuangan daerah, dan sistem 
pengendalian internal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 
pemerintah daerah se-Provinsi Lampung tahun 2010-2014. 
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Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi panel data yang 
menunjukkan hasil bahwa secara parsial, efektivitas, kemandirian keuangan 
daerah, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap opini LKPD. 
Sedangkan secara simultan, efektivitas, kemandirian keuangan daerah, dan sistem 
pengendalian internal berpengaruh terhadap opini LKPD. 
Kusumawati dan Ratmono (2017) melakukan penelitian mengenai 
determinan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Variabel 
dependen pada penelitian ini adalah opini audit. Variabel dependen pada 
penelitian ini adalah kelemahan SPI, ketergantungan pemda, tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu, ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, umur pemda, ukuran pemda, kualitas SDM, tipe pemda, dan 
status pemda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 497 pemerintah 
daerah se-Indonesia TA 2015. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik ordinal yang 
menunjukkan hasil bahwa kelemahan SPI, ketergantungan pemda, dan Tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu berpengaruh terhadap opini audit. 
Sedangkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, umur pemda, 
ukuran pemda, kualitas SDM, tipe pemda, dan status pemda tidak berpengaruh 
pada opini audit. 
Purbasari dan Bawono (2017) telah melakukan penelitian mengenai 
pengaruh desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal, dan kinerja 
pemerintah daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Variabel dependen 
pada penelitian ini adalah akuntabilitas laporan keuangan yang diukur dengan 
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opini audit. Variabel independen pada penelitian ini adalah desentralisasi fiskal 
yang diukur dengan kemandirian daerah, sistem pengendalian intern, dan kinerja 
keuangan pemerintah daerah.Sampel pada penelitian ini adalah 107 pemerintah 
daerah di Pulau Jawa tahun 2014. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang 
menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan yang diproksikan dengan opini audit. 
Sedangkan desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak 
berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuanganyang diproksikan dengan 
opini audit. 
Rosadi, Siyamto, dan Aisyiah (2017) melakukan penelitian mengenai 
pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, kelemahan sistem 
pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, status 
daerah dan ukuran daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah di 
Pulau Jawa tahun 2013. Variabel dependen pada penelitian ini adalah opini 
LKPD. Variabel independen pada penelitian ini adalah ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan, SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, status daerah dan ukuran pemda. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 LKPD 
kota/kabupaten di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
logistik ordinal yang menunjukkan hasil bahwa ketepatan waktu penyampaian 
laporan keuangan, SPI, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
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undangan berpengaruh terhadap opini LKPD. Sedangkan status daerah dan ukuran 
pemda tidak berpengaruh pada opini LKPD. 
Setiawan (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem 
pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap 
opini laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel dependen pada penelitian ini 
adalah opini LKPD. Variabel independen pada penelitian ini adalah sistem 
pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 LKPD kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan tahun 2013-2015. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik biner yang 
menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh pada opini 
LKPD. Sedangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak 
berpengaruh pada opini LKPD. 
2.3 Kerangka Berfikir 
Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai pengaruh kelemahan 
sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, rasio kemandirian, rasio 
efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
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Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap 
Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kelemahan sistem pengendalian intern merupakan temuan yang memuat 
permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 
serta kelemahan struktur pengendalian intern. Pemeriksaan ini terdapat dalam 
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan memuat 
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permasalahan yang tidak berdampak secara finansial (Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia, 2017). 
Menurut Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, sistem pengendalian intern (SPI) merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi pemberian opini dari BPK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
banyak atau sedikitnya jumlah temuan terkait kelemahan sistem pengendalian 
intern mempengaruhi baik tidaknya opini audit yang diberikan oleh BPK selaku 
badan pemeriksa kepada pemerintah daerah. 
Penelitian Zevita (2016); Darmawati (2017); Kusumawati dan Ratmono 
(2017); serta Rosadi, Siyamto, dan Aisyiah (2017) menunjukkan hasil bahwa 
kelemahan SPI berpengaruh pada opini audit laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
H1: Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap Opini 
Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
2.4.2 Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 
Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan 
temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan 
penerimaan, administrasi, dan indikasi tindak pidana. Temuan ini terdapat pada 
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pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). 
Dalam Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara disebutkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
termasuk dalam salah satu aspek yang mempengaruhi pemberian opini dari BPK 
atas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
banyak atau sedikitnya jumlah temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan mempengaruhi baik tidaknya opini audit yang diberikan 
oleh BPK selaku badan pemeriksa kepada pemerintah daerah. 
Penelitian Safitri dan Darsono (2015) serta Darmawati (2017) 
menunjukkan hasil bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan berpengaruh pada opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. 
H2: Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh 
terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
2.4.3 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap 
Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) disebutkan 
bahwa, “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 
pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang 
untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan”. 
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BPK memantau secara berkala tindak lanjut hasil pemeriksaan 
dengantujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dan 
membantu lembaga perwakilan dan pemerintah untuk memperbaiki tata kelolanya 
(Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2017). 
Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa 
pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi. Jika pemerintah daerah 
tidak melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, maka akan dikenakan 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Penurunan atau kenaikan opini audit yang akan diterima oleh pemerintah 
daerah dipengaruhi oleh jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia, 2017). Hasil penelitian Darmawati (2017) serta Kusumawati dan 
Ratmono (2017) menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi berpengaruh 
terhadap opini audit LKPD. 
H3: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Opini 
Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
2.4.4 Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Opini Audit Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa mampukah 
pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 
pelayanan kepada masyarakatnya sendiri, dengan sumber pendapatannya yang 
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berupa pajak dan retribusi. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan 
suatu daerah terhadap sumber dana eksternal, dalam hal ini adalah sumber dana 
dari pemerintah pusat/provinsi. Rasio ini juga dapat menggambarkan tingkat 
partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah (Halim, 2008). 
Ketika masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerah, pemerintah 
daerah harus bertanggung jawab atas dana yang diterima dari masyarakat yang 
berupa pajak dan retribusi. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah 
adalah transparansi dan akuntabilitas yang dapat tercermin dari opini audit yang 
diterima pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka pemerintah 
daerah dinilai cenderung berusaha meningkatkan opini laporan keuangannya 
(Hartanto, 2017). 
Hasil penelitian Wibowo (2015) serta Penelitian Erryana dan Setyawan 
(2016) menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap opini audit 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
H4: Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Opini Audit Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
2.4.5 Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Rasio efektivitas mengukur tingkat output suatu organisasi sektor publik 
terhadap target pendapatan yang telah direncanakan oleh organisasi sektor publik 
(Mahsun, 2009). Kemampuan organisasi sektor publik dikatakan efektif jika rasio 
efektivitas mencapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio 
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efektivitas, maka kinerja keuangan daerah dinilai semakin baik (Halim, 2008). 
Ketika kinerja keuangan dinilai baik, maka opini yang akan diterima pemerintah 
daerah akan baik pula (Khairudin, 2013). 
Hasil penelitian Iswanto (2013) menunjukkan bahwa efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan 
pemerintah daerah yang diproksikan dengan opini audit. 
H5: Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap Opini Audit Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
2.4.6 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Opini Audit Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Rasio efisiensi mengukur tingkat input terhadap tingkat output pada 
organisasi sektor publik. Kinerja organisasi sektor publik dalam memungut 
pendapatan dikatakan efisien jika rasio efisiensi kurang dari 1 atau 100 
persen.Semakin rendah tingkat efisiensi suatu pemerintah daerah, maka semakin 
efisien biaya yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah daerah (Mahsun, 2009). 
Semakin kecil rasio efisiensi, maka kinerja keuangan daerah dinilai semakin baik 
(Halim, 2008). Ketika kinerja keuangan dinilai baik, maka opini yang akan 
diterima pemerintah daerah akan baik pula (Khairudin, 2013). 
Hasil penelitian Iswanto (2013) serta Erryana dan Setiawan (2016) 
menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap 
opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. 
48 
 
 
H6: Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap Opini Audit Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
 
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi 
Jawa Tengah melalui situs resmi dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah 
Kementerian Dalam Negeri, http://otda.kemendagri.go.id dan Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui situs resminya www.bpk.go.id 
dengan periode pengamatan tahun 2015-2017. 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 
merupakan metode penelitian yang menggunakan data yang berupa angka dan 
analisis menggunakan statistik. Metode ini dinilai sebagai metode ilmiah, karena 
memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret/empiris, objektif, terukur, rasional 
dan sistematis (Sugiyono, 2015). 
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian 
disimpulkan (Sugiyono, 2015). Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah 
kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang berjumlah 35 pemerintah daerah (sumber: 
http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/totaldaerahotonom.pdf). 
Teknik pengambilan sampel adalah teknik yang digunakan untuk 
menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian 
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(Sugiyono, 2015). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling yang merupakan teknik sampling dengan suatu 
pertimbangan yang dibuat oleh peneliti (Sugiyono, 2015). Berikut adalah proses 
seleksi sampel pada penelitian ini: 
Tabel 3.1 
Proses Seleksi Sampel Penelitian 
No Kriteria Jumlah Pemerintah Daerah 
1 Pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah 35 
2 Pemerintah daerah yang tidak 
memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK atas Laporan Keuangan berturut-
turut selama tahun 2015-2017 
(0) 
3 Pemerintah daerah yang tidak 
memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK atas Sistem Pengendalian Intern 
berturut-turut selama tahun 2015-2017 
(1) 
4 Pemerintah daerah yang tidak 
memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK atas Kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan 
berturut-turut selama tahun 2015-2017 
(0) 
5 Pemerintah daerah yang tidak 
mendapatkan rekomendasi hasil 
pemeriksaan BPK untuk 
ditindaklanjuti berturut-turut selama 
tahun 2015-2017 
(4) 
6 Pemerintah daerah yang tidak 
melakukan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK berturut-turut 
selama tahun 2015-2017 
(2) 
Jumlah sampel berdasarkan kriteria 28 
Tahun pengamatan 3 
Jumlah pengamatan 84 
Sumber: Data diolah, 2018 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
suatu populasi (Sugiyono, 2015). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
51 
 
 
adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang sesuai dengan 
kriteria pengambilan sampel, berjumlah 28 pemerintah daerah dengan jumlah 
pengamatan 84 data (28 x 3 = 84). Jumlah data tersebut diperoleh dari proses 
eliminasi dengan kriteria: 
1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak memiliki LHP 
BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah berturut-turut selama tahun 
2015-2017: 35 pemerintah daerah memiliki LHP. 
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak memiliki LHP 
BPK atas sistem pengendalian intern berturut-turut selama tahun 2015-2017: 1 
pemerintah daerah tidak memiliki LHP (Kabupaten Jepara), sehingga jumlah 
sampel menjadi 34 pemerintah daerah (35 – 1 = 34). 
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak memiliki LHP 
BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berturut-turut 
selama tahun 2015-2017: 34 pemerintah daerah memiliki LHP. 
4. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak mendapatkan 
rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK untuk ditindaklanjuti berturut-turut 
selama tahun 2015-2017: 4 pemerintah daerah tidak mendapat rekomendasi 
(Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pekalongan, dan 
Kabupaten Banyumas), sehingga jumlah sampel menjadi 30 pemerintah 
daerah (34 – 4 = 30). 
5. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak menindaklanjuti 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berturut-turut selama tahun 2015-2017: 2 
pemerintah daerah tidak melakukan tindak lanjut (Kabupaten Boyolali dan 
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Kabupaten Brebes), sehingga jumlah sampel menjadi 28 pemerintah daerah 
(30 – 2 = 28) 
3.4 Data dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 
data dan dipublikasikan kepada pengguna data (Kuncoro, 2013). Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data 
kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik. Data kualitatif 
adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2013). 
Data kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini berupa Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) LKPD yang disusun oleh BPK RI tahun 2015-2017 dan data 
tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah atas rekomendasi dari BPK RI 
tahun 2015-2017. Data tersebut diperoleh dari BPK Perwakilan Jawa Tengah yang 
bertempat di Kota Semarang dengan mengajukan permintaan data secara 
langsung. 
Data LHP memuat laporan hasil pemeriksaan LKPD, sistem pengendalian 
intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Data tindak lanjut 
memuat jumlah temuan, jumlah rekomendasi, status pemantauan tindak lanjut 
yang memuat 3 aspek: (1) sesuai dengan rekomendasi; (2) belum sesuai dengan 
rekomendasi; dan (3) belum ditindaklanjuti, serta rekomendasi yang telah 
ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan 
yang nilainya dalam rupiah. 
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Sedangkan untuk data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini berupa 
informasi opini audit LKPD yang didapatkan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) I tahun 2016-2017 yang diperoleh dari website resmi BPK RI 
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2017/I/ihps_i_2017_1507002855.pdf. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik 
dokumentasi. Teknik ini biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder 
dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data yang 
dikumpulkan oleh peneliti biasanya berupa data laporan keuangan, rekapitulasi 
personalia, struktur organisasi, dan sebagainya biasanya telah tersedia di lokasi 
penelitian (Sanusi, 2011). 
3.6 Variabel Penelitian 
Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam 
sebuah pengamatan (Kuncoro, 2013). Variabel dependen: Opini Audit Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Variabel independen adalah variabel yang 
dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai 
hubungan yang positif ataupun negatif bagi variabel dependen (Kuncoro, 2013). 
Variabel independen: Kelemahan SPI (X1), Ketidakpatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan (X2), Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X3), 
Rasio Kemandirian (X4), Rasio Efektivitas (X5), danRasio Efisiensi (X6). 
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3.7 Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Indikator 
Opini Audit 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah (Y) 
Menurut Pasal 1 Ayat 11 
Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, 
“Opini adalah pernyataan 
profesional sebagai 
kesimpulan pemeriksa 
mengenai tingkat 
kewajaran informasi yang 
disajikan dalam laporan 
keuangan”. 
Diukur dengan menggunakan 
variabel dummy. 1 untuk Opini WTP 
dan 0 untuk Opini non-WTP 
(Setiawan, 2017). 
Kelemahan 
SPI (X1) 
Kelemahan sistem 
pengendalian intern 
merupakan temuan yang 
memuat permasalahan 
kelemahan sistem 
pengendalian akutansi dan 
pelaporan, kelemahan 
sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan berlanja, 
serta kelemahan struktur 
pengendalian intern (Badan 
Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia, 2017). 
Kelemahan SPI diukur dengan: 
Rentang 
jumlah 
temuan 
Klasifikasi Nilai 
> nilai rata-
rata jumlah 
kelemahan 
SPI 
= nilai rata-
rata jumlah 
kelemahan 
SPI 
< nilai rata-
rata jumlah 
kelemahan 
SPI 
Banyak 
 
 
 
Sedang 
 
 
 
Sedikit 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
(Masdiantini dan Erawati, 2016) 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan Tabel 3.2 
Variabel Definisi Indikator 
Ketidakpatuhan 
terhadap 
Peraturan 
Perundang-
undangan (X2) 
Ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-
undangan merupakan 
temuan temuan yang 
memuat permasalahan 
mengenai ketidakpatuhan 
terhadap peraturan 
perundang-undangan 
yang menyebabkan 
kerugian, potensi 
kerugian, kekurangan 
penerimaan, administrasi, 
dan indikasi tindak 
pidana (Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik 
Indonesia, 2017). 
Ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan diukur dengan: 
Rentang 
jumlah 
temuan 
Klasifikasi Nilai 
> nilai rata-
rata jumlah 
kelemahan 
SPI 
= nilai rata-
rata jumlah 
kelemahan 
SPI 
< nilai rata-
rata jumlah 
kelemahan 
SPI 
Banyak 
 
 
 
Sedang 
 
 
 
Sedikit 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
(Masdiantini dan Erawati, 2016) 
Tindak Lanjut 
Rekomendasi 
Hasil 
Pemeriksaan 
(X3) 
Rekomendasi adalah 
saran dari pemeriksa 
berdasarkan hasil 
pemeriksaannya yang 
ditunjukkan kepada 
orang dan/atau badan 
yang berwenang untuk 
melakukan tindakan 
dan/atau perbaikan 
(Peraturan BPK RI No 1 
Tahun 2017). 
Dihitung berdasarkan perbandingan 
jumlah tindak lanjut yang sesuai 
dengan rekomendasi dengan total 
rekomendasi yang diberikan BPK 
(Kusumawati dan Ratmono, 2017) 
Rasio 
Kemandirian 
(X4) 
Menunjukkan seberapa 
mampukah pemerintah 
daerah membiayai 
kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, dan 
pelayanan kepada 
masyarakatnya sendiri, 
dengan sumber 
pendapatannya yang 
berupa pajak dan 
retribusi (Halim, 2008). 
(Halim, 2008) 
Tabel berlanjut… 
  
56 
 
 
Lanjutan Tabel 3.2 
Variabel Definisi Indikator 
Rasio Efektivitas 
(X5) 
Mengukur tingkat output 
suatu organisasi sektor 
publik terhadap target 
pendapatan yang telah 
direncanakan oleh 
organisasi sektor publik 
(Mahsun, 2009:187). 
 
(Mahsun, 2009) 
Rasio Efisiensi 
(X6) 
Mengukur tingkat input 
terhadap tingkat output 
pada organisasi sektor 
publik (Mahsun, 
2009:187). 
 
(Mahsun, 2009) 
Sumber: Data diolah, 2018 
3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 
dilihat dari nilai mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 
kurtosis dan skewness (Ghozali, 2013). 
3.8.2 Uji Goodness of Fit 
Uji Goodness of Fit digunakan untuk menguji hipotesis nol (0) bahwa data 
empiris cocok atau sesuai dengan model dan tidak dapat perbedaan antara model 
dengan data sehingga model dapat dikatakan fit (Ghozali, 2013). 
1. Jika nilai signifikansi Hosmer and Lemeshow lebih dari 5%, maka H0 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara model 
dengan data, sehingga model dapat dikatakan fit. 
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2. Jika nilai signifikansi Hosmer and Lemeshowsama dengan atau kurang dari 
5%, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 
model dengan data, sehingga model tidak dapat dikatakan fit. 
3.8.3 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (Overall Fit Model Test) 
Dalam penelitian ini, untuk menguji overall fit model test menggunakan 
metode uji likelihood L. Likelihood L adalah “probabilitas bahwa model yang 
dihipotesakan menggambarkan data input”. Uji Likelihood L digunakan untuk 
menilai keseluruhan fit model terhadap data. Untuk menguji hipotesis nol dan 
alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL yang disebut likelihood rasio χ2 
statistik (Ghozali, 2013). 
Hipotesis yang digunakan untuk menilai model fit adalah: 
H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 
HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 
Keseluruhan model fit ditunjukkan oleh Log Likelihood Value (-2LogL) 
dengan membandingkan antara -2LogL pada awal model yang mana hanya 
memasukkan konstanta saja dengan -2LogL yang memasukkan konstanta dan 
variabel independen. Apabila nilai -2LogL awal lebih besar dari -2LogL yang 
ditambah variabel independen, maka model dikatakan semakin baik. Jadi, jika 
terdapat pengurangan nilai dari -2LogL awal dengan nilai dari -2LogL setelah 
ditambah variabel independen maka model yang dihipotesiskan fit dengan data 
(Ghozali, 2013). 
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3.8.4 Uji Cox and Snell’s dan Nagelkerke R2 
Cox dan Snell’s R2 merupakan sebuah ukuran yang mencoba meniru 
ukuran R2 pada multiple regression yang berdasarkan teknik estimasi likelihood 
dengan nilai maksimum kurang dari 1, jadi sulit untuk diinterpretasikan. 
Nagelkerke’s R2 adalah modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk 
memastikan nilainya bervariasi dari 0 (nol) hingga 1 (satu) (Ghozali, 2013). 
Nilai Nagelkerke R2 sama dengan nilai R2 pada regresi linear berganda. Uji 
Nagelkerke R2 digunakan untuk mengukur persentase kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nagelkerke R2 memiliki nilai 
yang bervariasi dari 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin besar nilai Nagelkerke R2, maka 
variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi sebagai 
penjelas bagi variabel dependen (Ghozali, 2013). 
3.8.5 Tabel Matriks Klasifikasi 
Tabel ini digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. 
Kolom pada tabel ini berisi dua nilai prediksi dari variabel dependen yang 
diinterpresentasikan dengan angka 1 (satu) jika sukses dan 0 (nol) jika tidak 
sukses. Sedangkan baris pada tabel ini menunjukkan 2 nilai observasi 
sesungguhnya dari variabel dependen yang diinterpretasikan dengan angka 1 
(satu) jika sukses dan 0 (nol) jika tidak sukses (Ghozali, 2013). 
Model dikatakan sempurna jika semua kasus berada pada diagonal dengan 
tingkat ketepatan peramalan 100%. Model logistik dikatakan memiliki 
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homokedastisitas ketika prosentase yang benar akan sama pada kedua baris 
(Ghozali, 2013). 
3.8.6 Analisis Regresi Logistik 
Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel 
dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Regresi logistik bertujuan 
untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi 
dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2013). Model regresi dalam penelitian ini 
adalah: 
ln (
p̂
1 − p̂
) = B0 + B1SPI+ B2KTPP+ B3TLRHP+ B4RK+ B5REfk + B6REfi + e 
Keterangan: 
Ln = log natural 
p̂ = Probabilitas logistik 
B = Konstanta 
SPI = Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 
KTPP = Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 
TLRHP = Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
RK = Rasio Kemandirian 
REfk = Rasio Efektivitas 
REfi = Rasio Efisiensi 
e = Standart erorr 
 BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah yang berupa 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) tahun 2015-2017. Data LHP LKPD ini digunakan untuk menghitung 
variabel kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. 
Selain itu, data yang digunakan pada penelitian ini juga diperoleh 
langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui e-mail 
yang berupa Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah. Data ini digunakan untuk 
menghitung variabel tindak lanjut rekomendasi. Serta data yang berupa Ikhtisar 
Hasil Pemeriksaan Semester yang diperoleh dari website resmi BPK RI 
(http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2017/I/ihps_i_2017_1507002855.pdf) yang 
digunakan untuk mengukur variabel opini audit LKPD. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota se-
Jawa Tengah yang berjumlah sebanyak 35 pemerintah daerah (sumber: 
http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf). 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan 
kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis. Berdasarkan kriteria pengambilan 
sampel yang telah ditetapkan, dari 35 populasi diperoleh sampel sebanyak 28 
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pemerintah daerah kabupaten/kota dengan jumlah tahun pengamatan 3 tahun 
(2015-2017), maka jumlah keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebanyak 84 data.  
Tabel 4.1 
Daftar Sampel Penelitian 
NO NAMA KABUPATEN/KOTA NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Kota Semarang 
Kabupaten Semarang 
Kota Salatiga 
Kabupaten Pati 
Kabupaten Demak 
Kabupaten Rembang 
Kota Surakarta 
Kabupaten Klaten 
Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Wonogiri 
Kabupaten Blora 
Kabupaten Grobogan 
Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten Sragen 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Kabupaten Banjarnegara 
Kabupaten Kebumen 
Kabupaten Purbalingga 
Kota Magelang 
Kabupaten Magelang 
Kabupaten Purworejo 
Kabupaten Temanggung 
Kabupaten Wonosobo 
Kota Pekalongan 
Kabupaten Batang 
Kabupaten Kendal 
Kabupaten Tegal 
Kota Tegal 
Kabupaten Pemalang 
Sumber: Data diolah, 2018 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 
Langkah awal yang dilakukan dalam pengujian variabel adalah analisis 
statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk melihat keseluruhan sampel yang 
digunakan dalam penelitian dan untuk memberikan gambaran dari data yang 
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dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari variabel 
penelitian. 
Variabel yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah opini audit laporan 
keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan kelemahan sistem 
pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, 
serta rasio efisiensi sebagai variabel independen. 
Nilai minimum menggambarkan nilai terkecil dari hasil pengolahan 
sampel.Nilai maksimum menggambarkan nilai terbesar yang berasal dari hasil 
analisis data. Mean merupakan nilai rata-rata yang menggambarkan jumlah data 
dibandingkan dengan banyaknya data dari masing-masing variabel. Standar 
deviasi merupakan hasil pengukuran yang menjelaskan distribusi atau variabilitas 
yang terdapat pada data yang dianalisis. 
Tabel 4.2 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
OPINI 84 .00 1.00 .7500 .43561 
SPI 84 1.00 3.00 2.1548 .89838 
KTPP 84 1.00 3.00 2.0238 .94392 
TLRHP 84 .01 1.00 .7303 .31855 
RK 84 .10 .82 .2260 .12396 
REfk 84 .91 1.09 .9942 .03457 
REfi 84 .71 1.10 .9037 .08495 
Valid N (listwise) 84     
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.2, maka hasil analisis statistik deskriptif dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Hasil uji analisis statistik deskriptif menunjukkan hasil bahwa nilai 
minimum variabel opini audit adalah sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. 
Nilai rata-rata (mean) variabel opini audit dari keseluruhan jumlah sampel 
sebesar 84 adalah sebesar 0,75 pada standar deviasi sebesar 0,43561. 
Nilai rata-rata sebesar 0,75 atau 75% menunjukkan bahwa sebagian 
besar pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapatkan opini 
audit WTP. Nilai deviasi standar variabel opini audit lebih kecil dari nilai rata-
rata (0,43561 < 0,75) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data tidak 
bervariasi atau hampir sama. 
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa nilai 
minimum variabel kelemahan SPI adalah sebesar 1 dan nilai maksimum 
sebesar 3. Nilai rata-rata (mean) variabel kelemahan SPI adalah sebesar 
2,1548 pada standar deviasi sebesar 0,89838. Nilai rata-rata sebesar 2,1548 
dari skala 3 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah temuan kelemahan SPI pada 
pemerintah daerah di Jawa Tengah tergolong sedang. Nilai deviasi standar 
variabel kelemahan SPI lebih kecil dari nilai rata-rata (0,89838 < 2,1548) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir 
sama. 
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3. Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa nilai 
minimum variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
adalah sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3. Nilai rata-rata (mean) variabel 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebesar 
2,0238 pada standar deviasi sebesar 0,94392. 
Nilai rata-rata sebesar 2,0238 dari skala 3 menunjukkan bahwa rata-
rata jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
pada pemerintah daerah di Jawa Tengah tergolong sedang. Nilai deviasi 
standar variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lebih 
kecil dari nilai rata-rata (0,94392 < 2,0238) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir sama. 
4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa nilai 
minimum variabel tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah sebesar 
0,1 dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata (mean) variabel tindak lanjut 
rekomendasi adalah sebesar 0,7303 pada standar deviasi sebesar 0,31855. 
Nilai rata-rata sebesar 0,7303 atau 72,39% menunjukkan bahwa rata-
rata jumlah tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah sebanyak 72,39% dari total rekomendasi yang diberikan BPK. 
Nilai deviasi standar variabel tindak lanjut rekomendasi lebih kecil dari nilai 
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rata-rata (0,31855 < 0,7303) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel data 
tidak bervariasi atau hampir sama. 
5. Rasio Kemandirian 
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa tingkat 
kemandirian terendah sebesar 0,10 atau 10% terjadi pada pemerintah 
Kabupaten Klaten. Sedangkan tingkat kemandirian tertinggi sebesar 0,82 atau 
82% terjadi pada pemerintah Kota Semarang. Nilai rata-rata (mean) variabel 
rasio kemandirian adalah sebesar 0,226 pada standar deviasi sebesar 0,12396. 
Nilai rata-rata sebesar 0,226 atau 22,6% menunjukkan bahwa tingkat 
kemandirian pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dinilai masih 
rendah atau belum mandiri. Nilai deviasi standar variabel rasio kemandirian 
lebih kecil dari nilai rata-rata (0,12396 < 0,2260) sehingga dapat disimpulkan 
bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir sama. 
6. Rasio Efektivitas 
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa tingkat 
efektivitas terendah sebesar 0,91 atau 91% terjadi pada pemerintah Kota 
Surakarta. Sedangkan tingkat efektivitas tertinggi sebesar 1,09 atau 109% 
terjadi pada pemerintah Kota Semarang. Nilai rata-rata (mean) variabel rasio 
efektivitas adalah sebesar 0,9942 pada standar deviasi sebesar 0,03457. 
Nilai rata-rata sebesar 0,9942 atau 99,42% menunjukkan bahwa 
tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah dinilai cukup efisien. Nilai deviasi standar variabel rasio 
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efektivitas lebih kecil dari nilai rata-rata (0,03457 < 0,9942) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel data tidak bervariasi atau hampir sama. 
7. Rasio Efisiensi 
Hasil uji analisis statistik deskripsi menunjukkan hasil bahwa tingkat 
efisiensi terendah sebesar 0,71 atau 71% terjadi pada pemerintah Kabupaten 
Karanganyar. Sedangkan tingkat efisiensi tertinggi sebesar 1,10 atau 110% 
terjadi pada pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Nilai rata-rata (mean) 
variabel rasio efisiensi adalah sebesar 0,9037 pada standar deviasi sebesar 
0,08495. 
Nilai rata-rata sebesar 0,9037 atau 90,37% menunjukkan bahwa 
tingkat efisiensi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah 
dinilai belum efisien. Nilai deviasi standar variabel rasio efisiensi lebih kecil 
dari nilai rata-rata (0,08495 < 0,9037) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel data tidak bervariasi atau hampir sama. 
4.2.2 Uji Goodness of Fit 
Kelayakan model regresi dinilai dengan melihat output pada uji Hosmer 
and Lemeshow’s. Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis nol (0) bahwa 
data empiris cocok atau sesuai dengan model dan tidak dapat perbedaan antara 
model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Data dapat dikatakan 
sesuai dengan model apabila nilai Hosmer and Lemeshow > 5% (0,05). 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Goodness of Fit 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 6.093 8 .637 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
Tabel 4.3 menunjukan bahwa nilai Chi-square sebesar 6,093 dengan 
signifikasi sebesar 0,637. Berdasarkan  hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
model dapat dikatakan fit karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% (0,637 > 
0,05). 
4.2.3 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (Overall Fit Model Test) 
Dalam penelitian ini, untuk menguji overall fit model test menggunakan 
metode uji likelihood L. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai 
antara -2 Log Likelihood awal (hasil block number 0) dengan nilai -2 Log 
Likelihood akhir (hasil block number 1). Model dapat dikatakan baik apabila 
terjadi penurunan nilai antara -2 Log Likelihood awal dengan nilai -2 Log 
Likelihood akhir. 
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Tabel 4.4 
Uji Likelihood L Awal (Block Number 0) 
Iteration Historya,b,c 
Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 1 94.628 1.000 
2 94.472 1.096 
3 94.472 1.099 
4 94.472 1.099 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 94.472 
c. Estimation terminated at iteration number 4 
because parameter estimates changed by less than 
.001. 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
 
Tabel 4.5 
Uji Likelihood L Akhir (Block Number 1) 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration 
-2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant SPI KTPP TLRHP RK REfk REfi 
Step 
1 
1 82.848 -.034 .486 -.214 1.429 -.601 -2.150 1.825 
2 80.916 .791 .688 -.316 1.934 -.874 -4.150 2.816 
3 80.850 1.215 .733 -.342 2.048 -.924 -4.847 3.047 
4 80.850 1.243 .735 -.343 2.053 -.925 -4.886 3.057 
5 80.850 1.243 .735 -.343 2.053 -.925 -4.887 3.057 
a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 94.472 
d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by 
less than .001. 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai -2 Log Likelihood setelah 
memasukkan 6 variabel independen adalah 80,850. Jadi, nilai -2 Log Likelihood 
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mengalami penurunan sebesar 13,622 (94,472 – 80,850 = 13,622). Untuk 
mengetahui signifikansi penurunan nilai -2 Log Likelihood, dapat dibandingkan 
dengan nilai df (selisih nilai df hanya dengan konstanta dan nilai df dengan 
variabel independen). 
Df1: (n-k) = 84 dan df2: 84–6 = 72. Selisih df1 dan df2: 84–72 = 6. Dengan 
melihat tabel, dengan df = 6, diperoleh angka sebesar 2,447. Jadi, nilai penurunan 
-2 Log Likelihood dinyatakan signifikan karena nilai penurunan -2 Log Likelihood 
lebih besar dari nilai tabel (13,622 > 2,447). Hal ini dapat diindikasikan bahwa 
penambahan variabel independen ke dalam model membuat model menjadi lebih 
baik setelah sebelumnya model telah fit saat diuji hanya dengan konstanta saja 
tanpa menyertakan variabel independen. 
4.2.4 Cox and Snell’s R Square dan Nagellkerke’s R Square 
Nilai Cox and Snell’s R Squaredan Nagellkerke’s R Square menunjukkan 
seberapa besar variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 
independen. 
Tabel 4.6 
Uji Cox and Snell’s R Square dan Nagellkerke’s R Square 
Model Summary 
Step 
-2 Log 
likelihood 
Cox & Snell 
R Square 
Nagelkerke 
R Square 
1 80.850a .150 .222 
a. Estimation terminated at iteration number 5 
because parameter estimates changed by less than 
.001. 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.6, besar nilai koefisien determinasi Cox and Snell’s R 
Square dan Nagellkerke’s R Square berturut-turut sebesar 0,15 dan 0,222 yang 
berarti variabel dependen (opini audit laporan keuangan pemerintah daerah) 
dijelaskan oleh variabel independen (kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, 
rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi) sebesar 22,2% sedangkan 
sebesar 77,8% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian. 
4.2.5 Tabel Matriks Klasifikasi 
Tabel ini berfungsi untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari model 
regresi untuk memprediksi kemungkinan opini audit yang diterima oleh 
pemerintah daerah. Tabel ini sebagai penguat bahwa tidak adanya perbedaan yang 
signifikan antara data hasil observasi dengan data prediksi. 
Tabel 4.7 
Tabel Matrik Klasifikasi 
Classification Tablea 
 
Observed 
Predicted 
 OPINI Percentage 
Correct  Non-WTP WTP 
Step 1 OPINI Non-WTP 5 16 23.8 
WTP 3 60 95.2 
Overall Percentage   77.4 
a. The cut value is .500 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah pemerintah daerah yang diprediksi 
menerima opini non-WTP sebanyak 5 pemerintah daerah, sedangkan berdasarkan 
data pengamatan, pemerintah daerah yang mendapatkan opini non-WTP sebanyak 
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21 pemerintah daerah. Sehingga, nilai kekuatan prediksi pemerintah daerah yang 
mendapatkan opini non-WTP sebesar 23,8%. 
Tabel 4.7 juga menunjukkan bahwa jumlah pemerintah daerah yang 
diprediksi menerima opini WTP sebanyak 60 pemerintah daerah, sedangkan 
berdasarkan data pengamatan, pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP 
sebanyak 63 pemerintah daerah. Sehingga, nilai kekuatan prediksi pemerintah 
daerah yang mendapatkan opini WTP sebesar 95,2%. 
Secara keseluruhan, model ini mampu memprediksi opini apakah yang 
diterima pemerintah daerah dengan tingkat keakuratan sebesar 77,4%. Semakin 
tinggi nilai persentase keseluruhan yang dapat diprediksi oleh model regresi 
logistik, maka semakin sedikit perbedaan pada data hasil prediksi dan data 
observasi yang berarti bahwa regresi logistik dapat dikatakan baik. 
4.2.6 Analisis Regresi Logistik 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Regresi Logistik 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 
Lower Upper 
Step 1a SPI .735 .325 5.127 1 .024 2.085 1.104 3.939 
KTPP -.343 .313 1.203 1 .273 .710 .384 1.310 
TLRHP 2.053 .853 5.793 1 .016 7.792 1.464 41.469 
RK -.925 2.440 .144 1 .705 .397 .003 47.380 
REfk -4.887 9.019 .294 1 .588 .008 .000 358399.659 
REfi 3.057 3.668 .695 1 .405 21.265 .016 28192.952 
Constant 1.243 9.881 .016 1 .900 3.468   
a. Variable(s) entered on step 1: SPI, KTPP, TLRHP, RK, REfk, REfi. 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh hasil pengujian pada koefisien regresi sebagai 
berikut: 
ln (
p̂
1 − p̂
) = B0 + B1SPI + B2KTPP + B3TLRHP + B4RK + B5REfk + B6REfi 
= 1,243 + 0,735SPI − 0,343KTPP + 2,053TLRHP − 0,925RK 
−4,887REf + 3,057REfi + e 
Hasil pengujian pada Tabel 4.9 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
Dari Tabel 4.9 dapat diketahui besarnya koefisien regresi kelemahan 
SPI sebesar 0,735 dengan nilai wald sebesar 5,127 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,024. Nilai signifikansi variabel kelemahan SPI lebih kecil dari 0,05 
(0,024 < 0,05) menunjukkan bahwa bahwa kelemahan SPI berpengaruh 
terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka 
H1 diterima. 
2. Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 
Dari Tabel 4.9 dapat diketahui besarnya koefisien regresi 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar -0,343 
dengan nilai wald sebesar 1,203 dan nilai signifikansi sebesar 0,273. Nilai 
signifikansi variabel ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
lebih besar dari 0,05 (0,273 > 0,05) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini 
laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka H2 ditolak. 
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3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
Dari Tabel 4.9 dapat diketahui besarnya koefisien regresi tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 2,053 dengan nilai wald sebesar 
5,793 dan nilai signifikansi sebesar 0,016. Nilai signifikansi variabel tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan lebih kecil dari 0,05 (0,016 < 0,05) 
menunjukkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh 
terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka 
H3 diterima. 
4. Rasio Kemandirian 
Dari Tabel 4.9 dapat diketahui besarnya koefisien regresi rasio 
kemandirian sebesar 0,925 dengan nilai wald sebesar -0,144 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,705. Nilai signifikansi variabel rasio kemandirian lebih 
besar dari 0,05 (0,705> 0,05) menunjukkan bahwa rasio kemandirian tidak 
berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan 
demikian, maka H4 ditolak. 
5. Rasio Efektivitas 
Dari Tabel 4.9 dapat diketahui besarnya koefisien regresi rasio 
efektivitas sebesar -4,887 dengan nilai wald sebesar 0,294 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,588. Nilai signifikansi variabel rasio efektivitas lebih 
besar dari 0,05 (0,588 > 0,05) menunjukkan bahwa rasio efektivitas tidak 
berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.Dengan 
demikian, maka H5 ditolak. 
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6. Rasio Efisiensi 
Dari Tabel 4.9 dapat diketahui besarnya koefisien regresi rasio 
efisiensi sebesar 3,057 dengan nilai wald sebesar 0,695 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,405. Nilai signifikansi variabel rasio efisiensi lebih besar dari 0,05 
(0,405> 0,05) menunjukkan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap 
opini laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka H6 
ditolak. 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1 Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap 
Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kelemahan sistem pengendalian intern merupakan temuan yang memuat 
permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 
serta kelemahan struktur pengendalian intern. Pemeriksaan ini terdapat dalam 
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan memuat 
permasalahan yang tidak berdampak secara finansial (Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia, 2017). 
Dalam Paragraf Penjelas Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004, disebutkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) merupakan salah 
satu faktor yang dapat mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap laporan 
keuangan pemerintah daerah. Dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 
2017, disebutkan bahwa salah satu penyebab kenaikan opini laporan keuangan 
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pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah melakukan perbaikan atas 
kelemahan sistem pengendalian intern (Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia, 2017). 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel kelemahan SPI 
berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan 
demikian, maka H1 diterima. Banyak atau sedikitnya jumlah temuan kelemahan 
SPI dapat mencerminkan baik tidaknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah 
daerah yang dapat dilihat dari baik tidaknya laporan keuangan suatu pemerintah 
daerah. 
Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah 
selaku agent kepada rakyat/masyarakat selaku principal. Rakyat/masyarakat 
memberikan kewenangan atas pengelolaan keuangan mereka yang diberikan 
dalam bentuk pajak dan retribusi. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan 
pemerintah daerah baik atau tidak, dilakukanlah audit laporan keuangan. 
Audit laporan keuangan dilakukan oleh BPK selaku badan pemeriksa 
independen yang ditunjuk oleh negara untuk memeriksa pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah untuk mendapatkan opini audit. Dari opini audit yang 
diberikan BPK, rakyat/masyarakat dapat mengetahui baik tidaknya pengelolaan 
keuangan yang mereka berikan kepada pemerintah daerah. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa jumlah temuan kelemahan SPI dapat mencerminkan baik 
tidaknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah yang dinilai dari opini 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 
menyatakan bahwa kelemahan SPI berpengaruh terhadap opini audit laporan 
keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut meliputi penelitian dari Zevita 
(2016) yang meneliti pengaruh karakteristik pemerintah dan sistem pengendalian 
intern terhadap opini audit BPK pada pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Indonesia tahun 2009-2013; Darmawati (2017) yang meneliti pengaruh 
kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 
tindak lanjut terhadap opini audit BPK pada pemerintah daerah se-Indonesia tahun 
2010-2014. 
Kemudian, penelitian Kusumawati dan Ratmono (2017) yang meneliti 
determinan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 
2015; dan Rosadi, Siyamto, dan Aisyiah (2017) yang meneliti pengaruh ketepatan 
waktu penyampaian pelaporan keuangan, kelemahan SPI, kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, status daerah dan ukuran daerah terhadap opini 
laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2013. 
4.3.2 Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan Terhadap 
Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Menurut Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 
“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 
manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam 
pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan”. 
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Kelemahan sistem pengendalian intern merupakan temuan yang memuat 
permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 
serta kelemahan struktur pengendalian intern (Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia, 2017). 
Terdapat beberapa kriteria yang mendasari pemberian opini dari BPK, 
yaitu: (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) 
kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); (3) kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern 
(Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangantidak berpengaruh terhadap opini audit 
laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka H2 ditolak. Hal ini 
terjadi karena Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Heri Subowo, 
menyatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat sebanyak 421 temuan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai banyak, 
tetapi BPK tetap memberikan opini WTP, karena secara kuantitas dan kualitas 
temuan dinilai tidak terlalu materiil (Pernando, 2017). 
Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya temuan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum bisa 
mencerminkan baik tidaknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah yang 
dapat dilihat dari baik tidaknya laporan keuangan suatu pemerintah daerah. 
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Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah 
selaku agent kepada rakyat/masyarakat selaku principal. Rakyat/masyarakat 
memberikan kewenangan atas pengelolaan keuangan mereka yang diberikan 
dalam bentuk pajak dan retribusi. 
Untuk mengetahui apakah laporan keuangan pemerintah daerah baik atau 
tidak, dilakukanlah audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan 
oleh BPK selaku badan pemeriksa independen yang ditunjuk oleh negara untuk 
memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk mendapatkan opini 
audit. Dari opini audit yang diberikan BPK, rakyat/masyarakat dapat mengetahui 
baik tidaknya pengelolaan keuangan yang mereka berikan kepada pemerintah 
daerah.  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya pengelolaan keuangan suatu 
pemerintah daerah yang dinilai dari opini laporan keuangan pemerintah daerah 
tidak bisa dilihat hanya dari aspek ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Sebab, terdapat beberapa kriteria lain yang mendasari pemberian opini 
oleh BPK seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 
kecukupan pengungkapan, dan efektivitas SPI. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 
menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak 
berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian 
tersebut meliputi penelitian dari Nurdiono (2014) yang meneliti analisis hasil 
audit laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia tahun 2011; 
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Alfiani, et al. (2017) yang meneliti jumlah temuan audit atas SPI dan jumlah 
temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap 
opini laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. 
Kemudian, penelitian dari Kusumawati dan Ratmono (2017) yang 
menelitideterminan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia 
tahun 2015; dan Setiawan (2017) yang meneliti pengaruh SPI dan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini laporan keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2013-2015. 
4.3.3 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap 
Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) disebutkan 
bahwa, “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 
pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang 
untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan”. 
Setelah BPK selesai melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan 
pemerintah daerah, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah atas 
temuan-temuan yang diperoleh BPK melalui audit yang dilakukan. Rekomendasi 
yang diberikan oleh BPK ini tergantung dengan temuan yang diperoleh. 
Sedangkan jika BPK menemukan terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, BPK akan memberikan rekomendasi untuk mengembalikan 
uang sejumlah kerugian yang telah diakibatkan oleh ketidakpatuhan tersebut dan 
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perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia, 2017). 
Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa 
pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi. Jika pemerintah daerah 
tidak melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, maka akan dikenakan 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Opini audit yang akan diterima oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh jumlah 
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017). 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini audit laporan 
keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, maka H3 diterima. Jumlah tindak 
lanjut yang dilakukan suatu pemerintah daerah dapat mencerminkan baik tidaknya 
pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah yang dapat dilihat dari baik 
tidaknya laporan keuangan suatu pemerintah daerah. 
Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah 
selaku agent kepada rakyat/masyarakat selaku principal. Rakyat/masyarakat 
memberikan kewenangan atas pengelolaan keuangan mereka yang diberikan 
dalam bentuk pajak dan retribusi. 
Untuk mengetahui apakah laporan keuangan pemerintah daerah baik atau 
tidak, dilakukanlah audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan 
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oleh BPK selaku badan pemeriksa independen yang ditunjuk oleh negara untuk 
memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk mendapatkan opini 
audit. Dari opini audit yang diberikan BPK, rakyat/masyarakat dapat mengetahui 
baik tidaknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah tindak lanjut yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat 
mencerminkan baik tidaknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah yang 
dinilai dari opini laporan keuangan pemerintah daerah. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 
menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh 
terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut 
meliputi penelitian Darmawati (2017) yang meneliti pengaruh kelemahan SPI, 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut 
terhadap opini audit BPK pada pemerintah daerah se Indonesia tahun 2010-2014 
serta Kusumawati dan Ratmono (2017) yang menelitideterminan opini atas 
laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2015. 
4.3.4 Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Opini Audit Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa mampukah 
pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 
pelayanan kepada masyarakatnya sendiri, dengan sumber pendapatannya yang 
berupa pajak dan retribusi. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan 
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suatu daerah terhadap sumber dana eksternal, dalam hal ini adalah sumber dana 
dari pemerintah pusat/provinsi. Rasio ini juga dapat menggambarkan tingkat 
partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah yang tercermin dari salah 
satu unsur Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak dan retribusi (Halim, 2008). 
Rata-rata rasio kemandirian dari tahun 2015-2017 pada pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah berturut-turut sebesar 20,44%; 21,44%; dan 
25,94%. Besarnya rasio tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat 
kemandirian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada 
tingkat rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. 
Dengan kata lain, peranan pemerintah pusat/provinsi dinilai lebih dominan 
dibanding dengan tingkat kemandirian pada pemerintah daerah atau dapat 
dikatakan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah 
karena jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan pemerintah daerah 
tidak cukup besar dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat serta 
pinjaman yang diterima pemerintah daerah. 
Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang 
mendapatkan opini WTP dari tahun 2015-2017 cenderung mengalami 
peningkatan, walaupun pada tahun 2016-2017 jumlah pemerintah daerah yang 
mendapatkan opini WTP tetap sama. Pada tahun 2015, jumlah persentase 
pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP sebesar 53,57% serta pada 
tahun 2016 dan  2017 sebesar 85,71%. Jadi, persentase peningkatan tersebut 
sebesar 32,14%. 
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Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel rasio 
kemandirian tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah 
daerah. Dengan demikian, maka H4 ditolak. Tinggi atau rendahnya tingkat 
kemandirian suatu pemerintah daerah belum bisa mencerminkan baik tidaknya 
pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah yang dapat dilihat dari baik 
tidaknya laporan keuangan suatu pemerintah daerah. 
Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah 
selaku agent kepada rakyat/masyarakat selaku principal. Rakyat/masyarakat 
memberikan kewenangan atas pengelolaan keuangan mereka yang diberikan 
dalam bentuk pajak dan retribusi. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan 
pemerintah daerah baik atau tidak, dilakukanlah audit laporan keuangan. 
Audit laporan keuangan dilakukan oleh BPK selaku badan pemeriksa 
independen yang ditunjuk oleh negara untuk memeriksa pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah untuk mendapatkan opini audit. Dari opini audit yang 
diberikan BPK, rakyat/masyarakat dapat mengetahui baik tidaknya pengelolaan 
keuangan yang mereka berikan kepada pemerintah daerah.  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya rasio kemandirian suatu 
pemerintah daerah belum bisa mencerminkan baik tidaknya pengelolaan keuangan 
suatu pemerintah daerah yang dinilai dari opini laporan keuangan pemerintah 
daerah. Sebab, data pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah 
yang dinilai rendah sekali dan dinilai belum mampu melaksanakan otonomi 
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daerah belum bisa mempengaruhi keputusan BPK untuk tetap memberikan opini 
WTP kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 
menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap opini 
audit laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut meliputi penelitian 
dari Hartanto (2017) yang meneliti pengaruh efektivitas dan kemandirian 
keuangan daerah serta SPI terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah se-
Provinsi Lampung tahun 2010-2014. 
Serta penelitian dari Purbasari dan Bawono (2017) yang meneliti pengaruh 
desentralisasi fiskal, SPI, dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan, yang diproksikan dengan opini audit, pada pemerintah daerah 
di Pulau Jawa tahun 2014. 
4.3.5 Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Rasio efektivitas mengukur tingkat output suatu organisasi sektor publik 
terhadap target pendapatan yang telah direncanakan oleh organisasi sektor publik 
(Mahsun, 2009). Kemampuan organisasi sektor publik dikatakan efektif jika rasio 
efektivitas mencapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio 
efektivitas, maka kinerja keuangan daerah dinilai semakin baik (Halim, 2008). 
Rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2015-2017 pada pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah berturut-turut sebesar 100,88%; 97,97%; dan 
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99,42%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2017. 
Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang 
mendapatkan opini WTP dari tahun 2015-2017 cenderung mengalami 
peningkatan, walau pada tahun 2016-2017 jumlah pemerintah daerah yang 
mendapatkan opini WTP tetap sama. Pada tahun 2015, jumlah persentase 
pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP sebesar 53,57% serta pada 
tahun 2016 dan  2017 sebesar 85,71%. Jadi, persentase peningkatan tersebut 
sebesar 32,14%. 
Berdasarkan pengujian rasio efektivitas, diperoleh hasil bahwa variabel 
rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan 
pemerintah daerah. Dengan demikian, maka H5 ditolak. Tinggi atau rendahnya 
tingkat efektivitas suatu pemerintah daerah belum bisa mencerminkan baik 
tidaknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah yang dapat dilihat dari 
baik tidaknya laporan keuangan suatu pemerintah daerah. 
Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah 
selaku agent kepada rakyat/masyarakat selaku principal. Rakyat/masyarakat 
memberikan kewenangan atas pengelolaan keuangan mereka yang diberikan 
dalam bentuk pajak dan retribusi. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan 
pemerintah daerah baik atau tidak, dilakukanlah audit laporan keuangan. 
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Audit laporan keuangan dilakukan oleh BPK selaku badan pemeriksa 
independen yang ditunjuk oleh negara untuk memeriksa pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah untuk mendapatkan opini audit. Dari opini audit yang 
diberikan BPK, rakyat/masyarakat dapat mengetahui baik tidaknya pengelolaan 
keuangan yang mereka berikan kepada pemerintah daerah.  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya rasio efektivitas belum 
bisa mencerminkan baik tidaknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah 
yang dinilai dari opini laporan keuangan pemerintah daerah. Sebab, data pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa ketika rasio efektivitas mengalami fluktuasi, 
jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mendapatkan 
opini WTP dari BPK cenderung meningkat. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 
menyatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap opini audit 
laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut meliputi penelitian dari 
Wibowo (2015) yang meneliti pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah 
terhadap opini badan pemeriksa keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota 
di Indonesia tahun 2012 dan Hartanto (2017) yang meneliti pengaruh efektivitas 
dan kemandirian keuangan daerah serta SPI terhadap opini laporan keuangan 
pemerintah daerah se-Provinsi Lampung tahun 2010-2014.  
4.3.6 Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Rasio efisiensi mengukur tingkat input terhadap tingkat output pada 
organisasi sektor publik. Kinerja organisasi sektor publik dalam memungut 
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pendapatan dikatakan efisien jika rasio efisiensi kurang dari 1 atau 100 persen. 
Semakin rendah tingkat efisiensi suatu pemerintah daerah, maka semakin efisien 
biaya yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah daerah (Mahsun, 2009). Semakin 
kecil rasio efisiensi, maka kinerja keuangan daerah dinilai semakin baik (Halim, 
2008). 
Rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2015-2017 pada pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah berturut-turut sebesar 90,21%; 93,10%; dan 
87,80%. Besarnya rasio tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi 
pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah masuk pada kriteria tidak 
efisien. 
Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang 
mendapatkan opini WTP dari tahun 2015-2017 cenderung mengalami 
peningkatan, walau pada tahun 2016-2017 jumlah pemerintah daerah yang 
mendapatkan opini WTP tetap sama. Pada tahun 2015, jumlah persentase 
pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP sebesar 53,57% serta pada 
tahun 2016 dan  2017 sebesar 85,71%. Jadi, persentase peningkatan tersebut 
sebesar 32,14%. 
Berdasarkan pengujian regresi logistik, diperoleh hasil bahwa variabel 
rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan 
pemerintah daerah. Dengan demikian, maka H6 ditolak. Tinggi atau rendahnya 
tingkat efisiensi suatu pemerintah daerah belum bisa mencerminkan baik tidaknya 
pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah yang dapat dilihat dari baik 
tidaknya laporan keuangan suatu pemerintah daerah. 
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Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan 
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah 
selaku agent kepada rakyat/masyarakat selaku principal. Rakyat/masyarakat 
memberikan kewenangan atas pengelolaan keuangan mereka yang diberikan 
dalam bentuk pajak dan retribusi. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan 
pemerintah daerah baik atau tidak, dilakukanlah audit laporan keuangan. 
Audit laporan keuangan dilakukan oleh BPK selaku badan pemeriksa 
independen yang ditunjuk oleh negara untuk memeriksa pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah untuk mendapatkan opini audit. Dari opini audit yang 
diberikan BPK, rakyat/masyarakat dapat mengetahui baik tidaknya pengelolaan 
keuangan yang mereka berikan kepada pemerintah daerah.  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya rasio efisiensi suatu 
pemerintah daerah belum bisa mencerminkan baik tidaknya pengelolaan keuangan 
suatu pemerintah daerah yang dinilai dari opini laporan keuangan pemerintah 
daerah. Sebab, data pada penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun tingkat 
efisiensi pemerintah daerah dinilai tidak efisien, namun belum bisa mempengaruhi 
pemberian opini WTP dari BPK kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Jawa Tengah. 
Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Wibowo (2015) 
yang meneliti yang meneliti pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah 
terhadap opini badan pemeriksa keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota 
di Indonesia tahun 2012 dengan hasil yang menyatakan bahwa rasio efisiensi 
tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini membahas tentang pengaruh kelemahan sistem pengendalian 
intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tindak 
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan 
rasio efisiensi terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah pada 
pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Berdasarkan analisis yang 
telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap opini audit 
laporan keuangan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi lebih kecil 
dari 0,05 (0,024 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa banyak sedikitnya 
jumlah temuan kelemahan SPI berpengaruh terhadap opini audit laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
2. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh 
terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah dengan tingkat 
signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,273 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 
banyak sedikitnya jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan tidak mempengaruhi baik tidaknya opini audit yang 
diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah. 
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini 
audit laporan keuangan pemerintah daerah dengan tingkat signifikasi lebih 
kecil dari 0,05 (0,016 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 
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pemerintah daerah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, 
maka semakin baik pula opini audit yang akan didapatkan oleh pemerintah 
daerah. 
4. Rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan 
pemerintah daerah dengan tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05 (0,705 > 
0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kemandirian 
keuangan suatu pemerintah daerah tidak mempengaruhi baik tidaknya opini 
yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah. 
5. Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan 
pemerintah daerah dengan tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05 (0,588 > 
0,05). Hal ini menunjukkan bahwa efektif atau tidaknya suatu pemerintah 
daerah dalam mengelola keuangannya tidak berpengaruh terhadap baik 
tidaknya opini yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah. 
6. Rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan 
pemerintah daerah dengan tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05 (0,403 > 
0,05). Hal ini menunjukkan bahwa efisien atau tidaknya pengelolaan 
keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap 
baik tidaknya opini yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari betul masih terdapat keterbatasan dalam penelitian 
yang telah dilakukan. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya: 
1. Tahun pengamatan dalam penelitian ini hanya 3 tahun, yaitu tahun 2015-2017. 
2. Variabel independen pada penelitian ini hanya dapat menjelaskan variabel 
dependen sebesar 22,2%, maka terdapat sebesar 77,8% variabel independen di 
luar model penelitian. 
5.3 Saran-Saran 
Berdasarkan temuan pada penelitian ini, maka disampaikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi Pemerintah Daerah 
a. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan efektivitas sistem 
pengendalian intern (SPI) agar temuan kelemahan SPI berkurang dan 
pemerintah daerah bisa mendapatkan opini WTP dari BPK. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 telah menyebutkan bahwa salah satu 
aspek yang mempengaruhi pemberian opini oleh BPK adalah efektivitas 
sistem pengendalian intern. Pernyataan tersebut dibuktikan pula dengan 
hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan hasil terdapat 
pengaruh kelemahan SPI terhadap opini audit laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
b. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan jumlah tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 
20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
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Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar pemerintah 
daerah dapat menerima opini terbaik yang diberikan oleh BPK, yaitu 
opini WTP. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang 
telah peneliti lakukan dengan hasil terdapat pengaruh tindak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini audit laporan keuangan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Menambah tahun pengamatan karena minimnya tahun pengamatan pada 
penelitian ini, yaitu 3 tahun (2015-2017). 
b. Menambah variabel independen yang lain, mengingat masih terdapat 
sebesar 77,8% variabel independen lain di luar model penelitian ini 
karena variabel independen pada model penelitian ini hanya bisa 
menjelaskan variabel dependen sebesar 22,2%. 
c. Mengganti/menambah objek penelitian untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit pada 
pemerintah daerah lain. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
No 
Bulan Maret April Mei Juli September Oktober November Desember 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan Proposal X X X X                          
   
2 Konsultasi    X X X X X X X       X    X X X X         
3 Revisi Proposal                 X X X X          
   
4 Pengumpulan Data          X X    X  X X            
   
5 Analisis Data                     X X X X         
6 
Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                       X      
   
7 Pendaftaran Munaqasyah                         X     
   
8 Munaqasyah                           X      
9 Revisi Skripsi                            X X    
Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan 
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Lampiran 2 
Surat Ijin Penelitian 
 
 
 
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
 
Yang bertandatangan di bawah ini: 
NAMA :  LUTHFINA HAMIDAYANTI 
NIM : 145121154 
JURUSAN/ PRODI : AKUNTANSI SYARIAH 
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
 
Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul "FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 
DAERAH".  
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan 
penelitian dan pengambilan data dari BPK Perwakilan Jawa Tengah. Apabila di 
kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai 
dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan 
yang berlaku.  
Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya.  
 
Surakarta, 26 Desember 2018 
 
 
 
 Luthfina Hamidayanti 
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Lampiran 3 
Daftar Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 
NO NAMA KABUPATEN/KOTA NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Kota Semarang 
Kabupaten Semarang 
Kota Salatiga 
Kabupaten Pati 
Kabupaten Demak 
Kabupaten Kudus 
Kabupaten Jepara 
Kabupaten Rembang 
Kota Surakarta 
Kabupaten Boyolali 
Kabupaten Klaten 
Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Wonogiri 
Kabupaten Blora 
Kabupaten Grobogan 
Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten Sragen 
Kabupaten Banjarnegara 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Kabupaten Cilacap 
Kabupaten Kebumen 
Kabupaten Purbalingga 
Kota Magelang 
Kabupaten Magelang 
Kabupaten Purworejo 
Kabupaten Temanggung 
Kabupaten Wonosobo 
Kota Pekalongan 
Kabupaten Pekalongan 
Kabupaten Banyumas 
Kabupaten Batang 
Kabupaten Kendal 
Kabupaten Tegal 
Kota Tegal 
Kabupaten Brebes 
Kabupaten Pemalang 
Sumber: http://otda.kemendagri.go.id 
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Lampiran 4 
Daftar Sampel Penelitian 
NO NAMA KABUPATEN/KOTA NO 
NAMA 
KABUPATEN/KOTA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Kota Semarang 
Kabupaten Semarang 
Kota Salatiga 
Kabupaten Pati 
Kabupaten Demak 
Kabupaten Rembang 
Kota Surakarta 
Kabupaten Klaten 
Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Wonogiri 
Kabupaten Blora 
Kabupaten Grobogan 
Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten Sragen 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Kabupaten Banjarnegara 
Kabupaten Kebumen 
Kabupaten Purbalingga 
Kota Magelang 
Kabupaten Magelang 
Kabupaten Purworejo 
Kabupaten Temanggung 
Kabupaten Wonosobo 
Kota Pekalongan 
Kabupaten Batang 
Kabupaten Kendal 
Kabupaten Tegal 
Kota Tegal 
Kabupaten Pemalang 
Sumber: Data diolah penulis, 2018  
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Lampiran 5 
Tabulasi data 
NO Kabupaten/Kota Opini LKPD 
Kelemahan 
SPI KTPP TLRHP 
Rasio 
Kemandirian 
Rasio 
Efektivitas 
Rasio 
Efisiensi 
 
1 kota Semarang 0 1 3 0.05143 0.58377 1.02553 0.95629 
20
15
 
2 kab. Semarang 1 3 3 1.00000 0.20826 0.99992 0.89799 
3 kota Salatiga 0 1 3 1.00000 0.28619 1.00450 0.89779 
4 kab. Pati 1 3 3 1.00000 0.16746 1.01959 0.84101 
5 kab. Demak 0 1 1 0.05597 0.18238 1.00043 0.91177 
6 kab. Rembang 0 3 3 0.00765 0.15886 0.96826 0.74495 
7 kota Surakarta 1 1 1 1.00000 0.32108 0.98252 0.97708 
8 kab. Klaten 1 3 3 0.97627 0.10157 1.01229 0.82996 
9 kab. Sukoharjo 1 2 1 0.96171 0.21425 1.04080 0.85184 
10 kab. Wonogiri 1 3 3 0.21770 0.12070 1.00024 0.86473 
11 kab. Blora 1 2 3 0.46159 0.11041 0.96197 1.01090 
12 kab. Grobogan 1 1 1 1.00000 0.15720 1.00267 0.87117 
13 kab. Karanganyar 1 2 3 1.00000 0.16235 1.04956 0.89895 
14 kab. Sragen 1 1 1 1.00000 0.15272 0.99713 0.93683 
15 kab. Banjarnegara 1 3 2 0.61432 0.11938 1.02781 0.95200 
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16 kab. Kebumen 1 3 3 0.89284 0.11902 1.01784 0.87401 
20
15
 
17 kab. Purbalingga 0 3 1 0.83403 0.16889 1.00939 0.82812 
18 kota Magelang 0 1 3 1.00000 0.31289 1.01644 0.94180 
19 kab. Magelang 0 1 2 0.02599 0.16932 0.99548 0.89015 
20 kab. Purworejo 1 3 1 1.00000 0.15398 1.05777 0.84577 
21 kab. Temanggung 1 2 3 0.56438 0.16483 1.00630 0.91834 
22 kab. Wonosobo 0 1 1 0.40560 0.16349 0.98441 0.93869 
23 kota Pekalongan 1 1 3 1.00000 0.24232 0.98924 0.97877 
24 kab. Batang 0 3 1 0.19750 0.16390 1.01178 0.87404 
25 kab. Kendal 0 1 1 0.80884 0.17491 1.03281 0.98363 
26 kab. Tegal 0 3 3 0.60277 0.17011 1.00428 0.82480 
27 kota Tegal 0 1 3 0.70023 0.53872 1.01784 1.01201 
28 kab. Pemalang 0 1 3 0.37325 0.13342 1.00976 0.90417 
29 kota Semarang 1 1 1 1.00000 0.71984 1.08897 0.89062 
20
16
 30 kab. Semarang 1 1 1 0.81058 0.21459 0.92692 0.87162 
31 kota Salatiga 1 3 1 1.00000 0.30143 0.94764 1.04533 
32 kab. Pati 1 2 3 1.00000 0.14922 0.99184 0.84736 
33 kab. Demak 1 2 1 1.00000 0.17314 0.98023 0.90317 
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34 kab. Rembang 0 3 3 0.77136 0.17617 1.04983 0.91893 
20
16
 
35 kota Surakarta 1 3 2 1.00000 0.33322 0.90812 0.98676 
36 kab. Klaten 0 3 3 1.00000 0.14247 1.03865 0.79013 
37 kab. Sukoharjo 1 3 3 0.61034 0.23880 1.00528 0.85429 
38 kab. Wonogiri 1 3 3 0.57505 0.12404 0.97399 0.90066 
39 kab. Blora 1 2 3 1.00000 0.11278 0.95633 1.05039 
40 kab. Grobogan 1 3 1 0.94575 0.15768 0.92794 0.89310 
41 kab. Karanganyar 1 3 1 0.96876 0.17638 0.99808 0.90361 
42 kab. Sragen 1 3 1 0.74556 0.16630 0.99008 1.00746 
43 kab. Banjarnegara 1 3 3 1.00000 0.13699 0.97568 1.09878 
44 kab. Kebumen 0 1 1 0.99399 0.12586 0.93778 0.87619 
45 kab. Purbalingga 1 2 3 0.97468 0.16949 0.94555 0.89105 
46 kota Magelang 1 2 1 0.40920 0.35594 1.02049 1.03711 
47 kab. Magelang 1 1 3 0.97165 0.16523 1.03713 0.83914 
48 kab. Purworejo 1 1 1 0.98232 0.14927 1.07741 0.95126 
49 kab. Temanggung 1 3 3 0.82848 0.19722 0.98225 0.87463 
50 kab. Wonosobo 1 3 1 0.70678 0.17255 0.91394 0.87298 
51 kota Pekalongan 1 3 3 1.00000 0.27331 0.95082 1.01362 
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52 kab. Batang 1 2 3 0.39863 0.18858 0.95227 0.86134 
20
16
 53 kab. Kendal 1 3 2 0.90058 0.18243 1.03020 1.03508 
54 kab. Tegal 1 3 2 0.08828 0.17218 0.92023 0.95791 
55 kota Tegal 0 1 1 0.51704 0.37646 0.97178 1.02184 
56 kab. Pemalang 1 3 1 0.96284 0.15069 0.93281 0.87244 
57 kota Semarang 1 3 1 0.40097 0.82473 0.99921 1.09191 
20
17
 
58 kab. Semarang 1 2 1 0.29022 0.28639 1.03721 0.95277 
59 kota Salatiga 1 2 1 0.14091 0.33258 1.00558 0.96231 
60 kab. Pati 1 2 3 1.00000 0.19459 1.02082 0.74812 
61 kab. Demak 1 3 3 0.94769 0.18774 1.00424 0.96391 
62 kab. Rembang 0 1 3 0.94094 0.20914 0.97645 0.84626 
63 kota Surakarta 1 1 1 1.00000 0.41371 1.00335 0.97980 
64 kab. Klaten 0 3 2 0.73559 0.19587 0.98788 0.71526 
65 kab. Sukoharjo 1 1 1 0.82120 0.29385 1.01847 0.76938 
66 kab. Wonogiri 1 3 1 1.00000 0.16856 0.99710 0.85079 
67 kab. Blora 1 3 3 0.90321 0.18438 0.97660 0.98118 
68 kab. Grobogan 1 3 1 0.68689 0.20427 0.97494 0.87690 
69 kab. Karanganyar 1 3 3 0.95249 0.25659 0.97825 0.71451 
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70 kab. Sragen 1 1 3 0.70730 0.22791 1.00929 0.82182 
20
17
 
71 kab. Banjarnegara 1 3 1 1.00000 0.15916 0.99796 1.00508 
72 kab. Kebumen 0 1 2 0.88853 0.19592 0.99043 0.77886 
73 kab. Purbalingga 1 2 1 0.32184 0.22302 0.99789 0.87251 
74 kota Magelang 1 3 3 0.97537 0.35838 0.98047 0.96627 
75 kab. Magelang 1 1 3 0.77125 0.21651 0.96357 0.86203 
76 kab. Purworejo 1 3 1 0.00993 0.17133 1.02896 0.83844 
77 kab. Temanggung 1 3 3 0.91647 0.20986 0.99874 0.80243 
78 kab. Wonosobo 1 1 1 0.27511 0.17948 0.99240 0.78054 
79 kota Pekalongan 1 3 1 0.56504 0.27559 0.98465 1.00901 
80 kab. Batang 1 1 3 0.64625 0.16352 0.98671 0.74848 
81 kab. Kendal 1 2 1 1.00000 0.28401 0.99500 0.85320 
82 kab. Tegal 1 3 2 0.01457 0.19543 0.97598 0.83931 
83 kota Tegal 0 3 2 0.51704 0.42738 0.96022 0.99197 
84 kab. Pemalang 1 1 2 1.00000 0.22203 0.99435 0.95976 
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Data Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
NO Kabupaten/Kota Opini Audit Kode  
1 Kota Semarang WDP 0 
20
15
 
2 Kab. Semarang WTP 1 
3 Kota Salatiga WDP 0 
4 Kab. Pati WTP 1 
5 Kab. Demak WDP 0 
6 Kab. Rembang WDP 0 
7 Kota Surakarta WTP 1 
8 Kab. Klaten WTP 1 
9 Kab. Sukoharjo WTP 1 
10 Kab. Wonogiri WTP 1 
11 Kab. Blora WTP 1 
12 Kab. Grobogan WTP 1 
13 Kab. Karanganyar WTP 1 
14 Kab. Sragen WTP 1 
15 Kab. Banjarnegara WTP 1 
16 Kab. Kebumen WTP 1 
17 Kab. Purbalingga WDP 0 
18 Kota Magelang WDP 0 
19 Kab. Magelang WDP 0 
20 Kab. Purworejo WTP 1 
21 Kab. Temanggung WTP 1 
22 Kab. Wonosobo WDP 0 
23 Kota Pekalongan WTP 1 
24 Kab. Batang WDP 0 
25 Kab. Kendal WDP 0 
26 Kab. Tegal WDP 0 
27 Kota Tegal WDP 0 
28 Kab. Pemalang WDP 0 
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29 Kota Semarang WTP 1 
20
16
 
30 Kab. Semarang WTP 1 
31 Kota Salatiga WTP 1 
32 Kab. Pati WTP 1 
33 Kab. Demak WTP 1 
34 Kab. Rembang WDP 0 
35 Kota Surakarta WTP 1 
36 Kab. Klaten WDP 0 
37 Kab. Sukoharjo WTP 1 
38 Kab. Wonogiri WTP 1 
39 Kab. Blora WTP 1 
40 Kab. Grobogan WTP 1 
41 Kab. Karanganyar WTP 1 
42 Kab. Sragen WTP 1 
43 Kab. Banjarnegara WTP 1 
44 Kab. Kebumen WDP 0 
45 Kab. Purbalingga WTP 1 
46 Kota Magelang WTP 1 
47 Kab. Magelang WTP 1 
48 Kab. Purworejo WTP 1 
49 Kab. Temanggung WTP 1 
50 Kab. Wonosobo WTP 1 
51 Kota Pekalongan WTP 1 
52 Kab. Batang WTP 1 
53 Kab. Kendal WTP 1 
54 Kab. Tegal WTP 1 
55 Kota Tegal WDP 0 
56 Kab. Pemalang WTP 1 
57 Kota Semarang WTP 1 
2017 58 Kab. Semarang WTP 1 
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59 Kota Salatiga WTP 1 
20
17
 
60 Kab. Pati WTP 1 
61 Kab. Demak WTP 1 
62 Kab. Rembang WDP 0 
63 Kota Surakarta WTP 1 
64 Kab. Klaten WDP 0 
65 Kab. Sukoharjo WTP 1 
66 Kab. Wonogiri WTP 1 
67 Kab. Blora WTP 1 
68 Kab. Grobogan WTP 1 
69 Kab. Karanganyar WTP 1 
70 Kab. Sragen WTP 1 
71 Kab. Banjarnegara WTP 1 
72 Kab. Kebumen WDP 0 
73 Kab. Purbalingga WTP 1 
74 Kota Magelang WTP 1 
75 Kab. Magelang WTP 1 
76 Kab. Purworejo WTP 1 
77 Kab. Temanggung WTP 1 
78 Kab. Wonosobo WTP 1 
79 Kota Pekalongan WTP 1 
80 Kab. Batang WTP 1 
81 Kab. Kendal WTP 1 
82 Kab. Tegal WTP 1 
83 Kota Tegal WDP 0 
84 Kab. Pemalang WTP 1 
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Data Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
NO Kabupaten/Kota Jumlah 
Temuan SPI 
Kode  
1 Kota Semarang 10 1 
20
15
 
2 Kab. Semarang 4 3 
3 Kota Salatiga 13 1 
4 Kab. Pati 3 3 
5 Kab. Demak 10 1 
6 Kab. Rembang 7 3 
7 Kota Surakarta 8 1 
8 Kab. Klaten 4 3 
9 Kab. Sukoharjo 7 2 
10 Kab. Wonogiri 4 3 
11 Kab. Blora 7 2 
12 Kab. Grobogan 9 1 
13 Kab. Karanganyar 6 2 
14 Kab. Sragen 7 1 
15 Kab. Banjarnegara 5 3 
16 Kab. Kebumen 5 3 
17 Kab. Purbalingga 5 3 
18 Kota Magelang 7 1 
19 Kab. Magelang 7 1 
20 Kab. Purworejo 3 3 
21 Kab. Temanggung 6 2 
22 Kab. Wonosobo 7 1 
23 Kota Pekalongan 7 1 
24 Kab. Batang 4 3 
25 Kab. Kendal 10 1 
26 Kab. Tegal 5 3 
27 Kota Tegal 8 1 
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28 Kab. Pemalang 7 1 2015 
29 Kota Semarang 13 1 
20
16
 
30 Kab. Semarang 12 1 
31 Kota Salatiga 4 3 
32 Kab. Pati 8 2 
33 Kab. Demak 8 2 
34 Kab. Rembang 5 3 
35 Kota Surakarta 5 3 
36 Kab. Klaten 4 3 
37 Kab. Sukoharjo 4 3 
38 Kab. Wonogiri 6 3 
39 Kab. Blora 8 2 
40 Kab. Grobogan 7 3 
41 Kab. Karanganyar 6 3 
42 Kab. Sragen 6 3 
43 Kab. Banjarnegara 7 3 
44 Kab. Kebumen 11 1 
45 Kab. Purbalingga 8 2 
46 Kota Magelang 8 2 
47 Kab. Magelang 11 1 
48 Kab. Purworejo 10 1 
49 Kab. Temanggung 6 3 
50 Kab. Wonosobo 4 3 
51 Kota Pekalongan 7 3 
52 Kab. Batang 8 2 
53 Kab. Kendal 6 3 
54 Kab. Tegal 6 3 
55 Kota Tegal 12 1 
56 Kab. Pemalang 5 3 
57 Kota Semarang 8 3 2017 
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58 Kab. Semarang 9 2 
20
17
 
59 Kota Salatiga 9 2 
60 Kab. Pati 9 2 
61 Kab. Demak 7 3 
62 Kab. Rembang 11 1 
63 Kota Surakarta 11 1 
64 Kab. Klaten 6 3 
65 Kab. Sukoharjo 10 1 
66 Kab. Wonogiri 8 3 
67 Kab. Blora 5 3 
68 Kab. Grobogan 6 3 
69 Kab. Karanganyar 8 3 
70 Kab. Sragen 10 1 
71 Kab. Banjarnegara 4 3 
72 Kab. Kebumen 14 1 
73 Kab. Purbalingga 9 2 
74 Kota Magelang 4 3 
75 Kab. Magelang 10 1 
76 Kab. Purworejo 5 3 
77 Kab. Temanggung 5 3 
78 Kab. Wonosobo 14 1 
79 Kota Pekalongan 8 3 
80 Kab. Batang 11 1 
81 Kab. Kendal 9 2 
82 Kab. Tegal 8 3 
83 Kota Tegal 8 3 
84 Kab. Pemalang 11 1 
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Data Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (KTPP) 
NO Kabupaten/Kota Jumlah Temuan 
KTPP 
Kode  
1 Kota Semarang 6 3 
20
15
 
2 Kab. Semarang 5 3 
3 Kota Salatiga 6 3 
4 Kab. Pati 6 3 
5 Kab. Demak 9 1 
6 Kab. Rembang 7 3 
7 Kota Surakarta 11 1 
8 Kab. Klaten 5 3 
9 Kab. Sukoharjo 9 1 
10 Kab. Wonogiri 7 3 
11 Kab. Blora 5 3 
12 Kab. Grobogan 12 1 
13 Kab. Karanganyar 6 3 
14 Kab. Sragen 10 1 
15 Kab. Banjarnegara 8 2 
16 Kab. Kebumen 7 3 
17 Kab. Purbalingga 9 1 
18 Kota Magelang 7 3 
19 Kab. Magelang 8 2 
20 Kab. Purworejo 9 1 
21 Kab. Temanggung 5 3 
22 Kab. Wonosobo 13 1 
23 Kota Pekalongan 5 3 
24 Kab. Batang 11 1 
25 Kab. Kendal 12 1 
26 Kab. Tegal 7 3 
27 Kota Tegal 4 3 
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28 Kab. Pemalang 7 3 2015 
29 Kota Semarang 8 1 
20
16
 
30 Kab. Semarang 11 1 
31 Kota Salatiga 8 1 
32 Kab. Pati 6 3 
33 Kab. Demak 9 1 
34 Kab. Rembang 4 3 
35 Kota Surakarta 7 2 
36 Kab. Klaten 6 3 
37 Kab. Sukoharjo 6 3 
38 Kab. Wonogiri 4 3 
39 Kab. Blora 4 3 
40 Kab. Grobogan 10 1 
41 Kab. Karanganyar 9 1 
42 Kab. Sragen 9 1 
43 Kab. Banjarnegara 5 3 
44 Kab. Kebumen 8 1 
45 Kab. Purbalingga 3 3 
46 Kota Magelang 8 1 
47 Kab. Magelang 3 3 
48 Kab. Purworejo 8 1 
49 Kab. Temanggung 4 3 
50 Kab. Wonosobo 12 1 
51 Kota Pekalongan 5 3 
52 Kab. Batang 6 3 
53 Kab. Kendal 7 2 
54 Kab. Tegal 7 2 
55 Kota Tegal 10 1 
56 Kab. Pemalang 9 1 
57 Kota Semarang 9 1 2017 
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58 Kab. Semarang 8 1 
20
17
 
59 Kota Salatiga 9 1 
60 Kab. Pati 4 3 
61 Kab. Demak 6 3 
62 Kab. Rembang 6 3 
63 Kota Surakarta 8 1 
64 Kab. Klaten 7 2 
65 Kab. Sukoharjo 8 1 
66 Kab. Wonogiri 8 1 
67 Kab. Blora 5 3 
68 Kab. Grobogan 9 1 
69 Kab. Karanganyar 5 3 
70 Kab. Sragen 6 3 
71 Kab. Banjarnegara 12 1 
72 Kab. Kebumen 7 2 
73 Kab. Purbalingga 11 1 
74 Kota Magelang 4 3 
75 Kab. Magelang 4 3 
76 Kab. Purworejo 8 1 
77 Kab. Temanggung 3 3 
78 Kab. Wonosobo 8 1 
79 Kota Pekalongan 10 1 
80 Kab. Batang 5 3 
81 Kab. Kendal 11 1 
82 Kab. Tegal 7 2 
83 Kota Tegal 7 2 
84 Kab. Pemalang 7 2 
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Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
NO Kabupaten/Kota 
Jumlah Tindak 
Lanjut yang Sesuai 
Rekomendasi 
Total Rekomendasi Hasil 
2015 
1 Kota Semarang 1,206,674,897.72 23,463,215,959.72 0.05 
2 Kab. Semarang 19,390,128.00 19,390,128.00 1.00 
3 Kota Salatiga 411,857,518.51 411,857,518.51 1.00 
4 Kab. Pati 14,267,176.29 14,267,176.29 1.00 
5 Kab. Demak 44,375,033.65 792,875,033.65 0.06 
6 Kab. Rembang 20,250,000.00 2,646,942,400.00 0.01 
7 Kota Surakarta 740,349,106.95 740,349,106.95 1.00 
8 Kab. Klaten 3,166,186,696.35 3,243,136,696.35 0.98 
9 Kab. Sukoharjo 860,488,941.31 894,744,861.54 0.96 
10 Kab. Wonogiri 74,483,735.00 342,144,490.00 0.22 
11 Kab. Blora 544,909,343.32 1,180,509,343.32 0.46 
12 Kab. Grobogan 431,273,985.41 431,273,985.41 1.00 
13 Kab. Karanganyar 1,799,102,538.90 1,799,102,538.90 1.00 
14 Kab. Sragen 2,698,348,692.43 2,698,348,692.43 1.00 
15 Kab. Banjarnegara 649,382,193.00 1,057,081,776.50 0.61 
16 Kab. Kebumen 5,119,702,436.96 5,734,165,123.97 0.89 
17 Kab. Purbalingga 154,383,877.66 185,105,039.80 0.83 
18 Kota Magelang 39,716,946.86 39,716,946.86 1.00 
19 Kab. Magelang 50,122,100.00 1,928,868,420.00 0.03 
20 Kab. Purworejo 1,126,020,555.01 1,126,020,555.01 1.00 
21 Kab. Temanggung 674,554,380.00 1,195,213,058.01 0.56 
22 Kab. Wonosobo 377,262,193.89 930,133,208.65 0.41 
23 Kota Pekalongan 16,653,391.10 16,653,391.10 1.00 
24 Kab. Batang 43,257,215.00 219,021,124.00 0.20 
25 Kab. Kendal 249,890,000.00 308,950,000.00 0.81 
26 Kab. Tegal 1,390,125,887.03 2,306,219,757.85 0.60 
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27 Kota Tegal 715,161,144.50 1,021,328,740.50 0.70 
28 Kab. Pemalang 518,094,766.27 1,388,051,300.17 0.37 
2016 
29 Kota Semarang 163,441,485,890.00 163,441,485,890.00 1.00 
30 Kab. Semarang 331,642,200.80 409,142,200.80 0.81 
31 Kota Salatiga 39,279,864.18 39,279,864.18 1.00 
32 Kab. Pati 502,949,050.29 502,949,050.29 1.00 
33 Kab. Demak 917,052,412.88 917,052,412.88 1.00 
34 Kab. Rembang 2,239,561,855.46 2,903,383,432.26 0.77 
35 Kota Surakarta 1,024,089,166.68 1,024,089,166.68 1.00 
36 Kab. Klaten 174,485,956.59 174,485,956.59 1.00 
37 Kab. Sukoharjo 740,260,053.71 1,212,859,085.71 0.61 
38 Kab. Wonogiri 496,907,944.85 864,106,230.49 0.58 
39 Kab. Blora 1,101,339,209.22 1,101,339,209.22 1.00 
40 Kab. Grobogan 1,919,501,277.83 2,029,603,351.83 0.95 
41 Kab. Karanganyar 597,008,314.25 616,260,314.25 0.97 
42 Kab. Sragen 1,612,121,829.01 2,162,310,829.01 0.75 
43 Kab. Banjarnegara 6,081,606,381.89 6,081,606,381.89 1.00 
44 Kab. Kebumen 8,584,912,637.40 8,636,818,903.20 0.99 
45 Kab. Purbalingga 924,202,453.48 948,214,717.66 0.97 
46 Kota Magelang 811,119,414.17 1,982,211,431.98 0.41 
47 Kab. Magelang 318,320,290.30 327,606,500.30 0.97 
48 Kab. Purworejo 898,221,155.62 914,388,670.62 0.98 
49 Kab. Temanggung 17,260,046,661.43 20,833,473,735.81 0.83 
50 Kab. Wonosobo 497,469,263.28 703,857,286.89 0.71 
51 Kota Pekalongan 102,243,197.82 102,243,197.82 1.00 
52 Kab. Batang 119,317,051.28 299,317,051.28 0.40 
53 Kab. Kendal 394,032,112.21 437,532,112.21 0.90 
54 Kab. Tegal 45,076,148.77 510,612,478.65 0.09 
55 Kota Tegal 4,004,514,546.23 7,745,025,335.58 0.52 
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56 Kab. Pemalang 284,998,415.74 295,998,415.74 0.96 
2017 
57 Kota Semarang 199,304,564.50 497,052,564.50 0.40 
58 Kab. Semarang 106,984,362.54 368,631,495.54 0.29 
59 Kota Salatiga 220,407,936.33 1,564,136,017.04 0.14 
60 Kab. Pati 671,621,710.80 671,621,710.80 1.00 
61 Kab. Demak 301,777,632.61 318,435,792.61 0.95 
62 Kab. Rembang 2,555,459,084.06 2,715,868,889.26 0.94 
63 Kota Surakarta 1,024,089,166.68 1,024,089,166.68 1.00 
64 Kab. Klaten 432,760,918.23 588,321,118.23 0.74 
65 Kab. Sukoharjo 385,382,993.07 469,291,093.07 0.82 
66 Kab. Wonogiri 309,374,354.40 309,374,354.40 1.00 
67 Kab. Blora 1,487,450,819.26 1,646,856,141.26 0.90 
68 Kab. Grobogan 2,325,233,860.15 3,385,168,277.15 0.69 
69 Kab. Karanganyar 3,789,334,945.52 3,978,334,945.52 0.95 
70 Kab. Sragen 681,846,436.23 964,017,586.23 0.71 
71 Kab. Banjarnegara 579,666,092.01 579,666,092.01 1.00 
72 Kab. Kebumen 670,510,421.00 754,632,621.00 0.89 
73 Kab. Purbalingga 130,713,620.00 406,138,569.39 0.32 
74 Kota Magelang 985,736,979.09 1,010,626,014.09 0.98 
75 Kab. Magelang 752,895,392.52 976,197,392.52 0.77 
76 Kab. Purworejo 11,000,000.00 1,108,252,898.06 0.01 
77 Kab. Temanggung 1,218,920,830.00 1,330,018,932.97 0.92 
78 Kab. Wonosobo 58,122,866.52 211,269,477.75 0.28 
79 Kota Pekalongan 391,386,717.08 692,675,167.35 0.57 
80 Kab. Batang 643,832,019.36 996,256,638.36 0.65 
81 Kab. Kendal 130,730,217.10 130,730,217.10 1.00 
82 Kab. Tegal 24,000,000.00 1,646,936,912.99 0.01 
83 Kota Tegal 4,004,514,546.23 7,745,025,335.58 0.52 
84 Kab. Pemalang 837,194,119.76 837,194,119.76 1.00 
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Data Rasio Kemandirian 
NO Kabupaten/Kota PAD 
Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman 
Hasil 
 
Total Pendapatan 
Transfer Pinjaman Hasil 
1 kota Semarang 1,201,581,778,459 2,058,315,568,329 - 2,058,315,568,329 0.58 
20
15
 
2 kab. Semarang 278,851,900,617 1,338,954,790,132 8,633,363 1,338,963,423,495 0.21 
3 kota Salatiga 167,010,555,173 583,571,003,789 - 583,571,003,789 0.29 
4 kab. Pati 310,063,640,827 1,851,522,535,928 - 1,851,522,535,928 0.17 
5 kab. Demak 254,324,487,512 1,394,492,388,397 - 1,394,492,388,397 0.18 
6 kab. Rembang 193,122,759,856 1,215,689,423,357 - 1,215,689,423,357 0.16 
7 kota Surakarta 372,798,426,790 1,161,087,491,826 - 1,161,087,491,826 0.32 
8 kab. Klaten 190,622,670,128 1,876,743,453,129 - 1,876,743,453,129 0.10 
9 kab. Sukoharjo 313,947,492,011 1,465,354,216,001 - 1,465,354,216,001 0.21 
10 kab. Wonogiri 211,208,601,200 1,749,897,066,379 - 1,749,897,066,379 0.12 
11 kab. Blora 156,402,924,037 1,416,584,723,936 - 1,416,584,723,936 0.11 
12 kab. Grobogan 272,718,439,175 1,734,903,094,501 - 1,734,903,094,501 0.16 
13 kab. Karanganyar 255,445,549,750 1,572,532,273,136 905,850,000 1,573,438,123,136 0.16 
14 kab. Sragen 267,711,820,479 1,752,902,661,411 - 1,752,902,661,411 0.15 
15 kab. Banjarnegara 180,561,068,549 1,512,447,639,378 - 1,512,447,639,378 0.12 
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16 kab. Kebumen 245,159,255,421 2,059,880,470,220 - 2,059,880,470,220 0.12 
20
15
 
17 kab. Purbalingga 215,622,047,787 1,276,731,977,599 - 1,276,731,977,599 0.17 
18 kota Magelang 186,677,410,081 596,626,907,896 - 596,626,907,896 0.31 
19 kab. Magelang 261,569,091,783 1,544,784,342,466 - 1,544,784,342,466 0.17 
20 kab. Purworejo 233,934,134,286 1,519,277,679,640 - 1,519,277,679,640 0.15 
21 kab. Temanggung 212,498,139,929 1,247,688,130,253 41,510,603,000 1,289,198,733,253 0.16 
22 kab. Wonosobo 182,607,628,797 1,116,918,004,333 - 1,116,918,004,333 0.16 
23 kota Pekalongan 152,044,596,332 627,460,716,352 - 627,460,716,352 0.24 
24 kab. Batang 179,721,273,968 1,096,477,395,839 81,341,443 1,096,558,737,282 0.16 
25 kab. Kendal 239,664,403,981 1,370,155,021,026 92,770,618 1,370,247,791,644 0.17 
26 kab. Tegal 304,000,970,135 1,787,067,853,123 - 1,787,067,853,123 0.17 
27 kota Tegal 271,601,407,419 500,849,967,265 3,315,212,252 504,165,179,517 0.54 
28 kab. Pemalang 230,435,212,865 1,726,919,827,278 238,626,551 1,727,158,453,829 0.13 
29 kota Semarang 1,491,645,900,065 2,072,179,143,418 - 2,072,179,143,418 0.72 
20
16
 30 kab. Semarang 318,536,051,176 1,484,395,526,953 - 1,484,395,526,953 0.21 
31 kota Salatiga 203,768,652,017 676,015,537,245 - 676,015,537,245 0.30 
32 kab. Pati 314,921,064,791 2,110,509,791,068 - 2,110,509,791,068 0.15 
33 kab. Demak 287,457,500,571 1,660,227,785,030 - 1,660,227,785,030 0.17 
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34 kab. Rembang 234,168,365,751 1,329,211,617,301 - 1,329,211,617,301 0.18 
20
16
 
35 kota Surakarta 425,502,779,064 1,276,057,314,182 888,943,868 1,276,946,258,050 0.33 
36 kab. Klaten 224,197,408,481 1,573,615,108,481 - 1,573,615,108,481 0.14 
37 kab. Sukoharjo 363,163,428,162 1,520,767,740,253 - 1,520,767,740,253 0.24 
38 kab. Wonogiri 218,604,854,595 1,762,340,497,120 - 1,762,340,497,120 0.12 
39 kab. Blora 171,277,522,706 1,518,683,687,233 - 1,518,683,687,233 0.11 
40 kab. Grobogan 299,211,316,168 1,897,629,137,535 - 1,897,629,137,535 0.16 
41 kab. Karanganyar 301,307,800,956 1,708,302,496,239 - 1,708,302,496,239 0.18 
42 kab. Sragen 297,176,332,577 1,786,973,725,071 - 1,786,973,725,071 0.17 
43 kab. Banjarnegara 221,018,387,512 1,613,382,095,125 - 1,613,382,095,125 0.14 
44 kab. Kebumen 291,016,321,703 2,312,163,281,331 - 2,312,163,281,331 0.13 
45 kab. Purbalingga 251,816,668,602 1,485,734,265,398 - 1,485,734,265,398 0.17 
46 kota Magelang 220,315,848,702 618,962,380,124 - 618,962,380,124 0.36 
47 kab. Magelang 288,485,678,128 1,745,981,247,639 - 1,745,981,247,639 0.17 
48 kab. Purworejo 255,599,240,424 1,712,279,552,150 - 1,712,279,552,150 0.15 
49 kab. Temanggung 281,328,148,970 1,395,299,245,901 28,207,575,074 1,423,506,820,975 0.20 
50 kab. Wonosobo 199,894,767,510 1,158,504,208,170 - 1,158,504,208,170 0.17 
51 kota Pekalongan 178,604,460,870 653,492,340,909 - 653,492,340,909 0.27 
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52 kab. Batang 209,957,559,449 1,113,347,151,681 - 1,113,347,151,681 0.19 
20
16
 53 kab. Kendal 265,074,406,548 1,453,029,939,288 - 1,453,029,939,288 0.18 
54 kab. Tegal 316,051,169,734 1,835,602,482,074 - 1,835,602,482,074 0.17 
55 kota Tegal 287,343,889,954 763,276,209,051 - 763,276,209,051 0.38 
56 kab. Pemalang 275,458,054,016 1,828,008,148,518 - 1,828,008,148,518 0.15 
57 kota Semarang 1,791,886,378,674 2,172,687,928,910 - 2,172,687,928,910 0.82 
20
17
 
58 kab. Semarang 417,417,848,831 1,457,537,863,600 - 1,457,537,863,600 0.29 
59 kota Salatiga 220,243,361,132 662,232,720,979 - 662,232,720,979 0.33 
60 kab. Pati 449,821,345,800 2,311,686,783,608 - 2,311,686,783,608 0.19 
61 kab. Demak 309,612,407,201 1,649,152,355,584 - 1,649,152,355,584 0.19 
62 kab. Rembang 300,319,284,807 1,420,221,823,549 15,759,982,680 1,435,981,806,229 0.21 
63 kota Surakarta 527,544,224,971 1,273,667,576,937 1,488,604,410 1,275,156,181,347 0.41 
64 kab. Klaten 371,718,439,306 1,897,766,670,520 - 1,897,766,670,520 0.20 
65 kab. Sukoharjo 464,567,409,857 1,580,975,279,110 - 1,580,975,279,110 0.29 
66 kab. Wonogiri 333,840,434,905 1,980,535,317,888 - 1,980,535,317,888 0.17 
67 kab. Blora 280,042,019,102 1,518,790,298,934 - 1,518,790,298,934 0.18 
68 kab. Grobogan 440,456,238,668 1,980,290,287,980 175,959,184,634 2,156,249,472,614 0.20 
69 kab. Karanganyar 415,142,563,370 1,617,910,170,668 - 1,617,910,170,668 0.26 
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70 kab. Sragen 404,569,404,722 1,775,129,732,297 - 1,775,129,732,297 0.23 
20
17
 
71 kab. Banjarnegara 297,485,382,003 1,869,130,576,787 - 1,869,130,576,787 0.16 
72 kab. Kebumen 443,608,862,461 2,264,290,535,216 - 2,264,290,535,216 0.20 
73 kab. Purbalingga 355,859,003,583 1,595,604,276,785 - 1,595,604,276,785 0.22 
74 kota Magelang 233,557,714,356 651,711,303,112 - 651,711,303,112 0.36 
75 kab. Magelang 403,561,238,310 1,863,973,265,873 - 1,863,973,265,873 0.22 
76 kab. Purworejo 298,606,494,653 1,742,879,831,256 - 1,742,879,831,256 0.17 
77 kab. Temanggung 308,466,748,340 1,469,898,249,741 - 1,469,898,249,741 0.21 
78 kab. Wonosobo 228,017,473,938 1,270,400,013,646 - 1,270,400,013,646 0.18 
79 kota Pekalongan 192,002,871,181 696,700,652,314 - 696,700,652,314 0.28 
80 kab. Batang 219,807,128,307 1,334,223,712,375 10,000,000,000 1,344,223,712,375 0.16 
81 kab. Kendal 404,978,613,972 1,425,933,966,452 - 1,425,933,966,452 0.28 
82 kab. Tegal 375,531,165,351 1,921,568,586,197 - 1,921,568,586,197 0.20 
83 kota Tegal 306,830,656,135 717,935,282,142 - 717,935,282,142 0.43 
84 kab. Pemalang 425,893,266,850 1,918,137,008,107 - 1,918,137,008,107 0.22 
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Data Rasio Efektivitas 
NO Kabupaten/Kota Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan Hasil 
2015 
1 Kota Semarang 3,347,160,206,438 3,263,824,536,000 1.03 
2 Kab. Semarang 1,677,158,224,329 1,677,287,508,000 1.00 
3 Kota Salatiga 750,581,558,962 747,219,445,000 1.00 
4 Kab. Pati 2,181,691,961,101 2,139,777,675,000 1.02 
5 Kab. Demak 1,786,987,656,752 1,786,227,619,000 1.00 
6 Kab. Rembang 1,408,950,534,486 1,455,130,917,329 0.97 
7 Kota Surakarta 1,568,482,686,616 1,596,393,728,000 0.98 
8 Kab. Klaten 2,177,820,724,857 2,151,378,875,500 1.01 
9 Kab. Sukoharjo 1,784,106,364,462 1,714,168,309,000 1.04 
10 Kab. Wonogiri 1,963,704,538,729 1,963,234,488,301 1.00 
11 Kab. Blora 1,648,791,900,900 1,713,969,017,000 0.96 
12 Kab. Grobogan 2,011,588,934,756 2,006,226,129,000 1.00 
13 Kab. Karanganyar 1,834,209,380,841 1,747,594,182,000 1.05 
14 Kab. Sragen 2,024,057,424,890 2,029,879,305,000 1.00 
15 Kab. Banjarnegara 1,693,503,657,927 1,647,678,912,000 1.03 
16 Kab. Kebumen 2,326,188,256,641 2,285,405,734,000 1.02 
17 Kab. Purbalingga 1,567,587,735,546 1,553,002,797,000 1.01 
18 Kota Magelang 781,335,799,509 768,696,905,000 1.02 
19 Kab. Magelang 1,945,955,251,171 1,954,798,668,128 1.00 
20 Kab. Purworejo 1,842,491,063,926 1,741,856,734,460 1.06 
21 Kab. Temanggung 1,469,482,958,105 1,460,287,073,763 1.01 
22 Kab. Wonosobo 1,432,159,651,029 1,454,838,128,297 0.98 
23 Kota Pekalongan 809,733,612,473 818,541,441,000 0.99 
24 Kab. Batang 1,396,266,245,121 1,380,012,662,978 1.01 
25 Kab. Kendal 1,720,621,350,832 1,665,961,812,284 1.03 
26 Kab. Tegal 2,097,095,623,983 2,088,158,134,000 1.00 
27 Kota Tegal 947,468,621,453 930,866,573,000 1.02 
126 
 
 
 
28 Kab. Pemalang 1,966,423,490,803 1,947,424,255,000 1.01 
2016 
29 Kota Semarang 4,103,151,795,483 3,767,910,297,000 1.09 
30 Kab. Semarang 1,978,138,017,128 2,134,103,316,000 0.93 
31 Kota Salatiga 879,784,189,262 928,398,150,000 0.95 
32 Kab. Pati 2,445,063,689,933 2,465,177,234,000 0.99 
33 Kab. Demak 1,952,459,922,200 1,991,835,125,000 0.98 
34 Kab. Rembang 1,564,868,839,956 1,490,592,742,455 1.05 
35 Kota Surakarta 1,703,003,847,995 1,875,301,335,000 0.91 
36 Kab. Klaten 2,258,604,630,605 2,174,550,555,820 1.04 
37 Kab. Sukoharjo 1,931,896,575,824 1,921,753,246,000 1.01 
38 Kab. Wonogiri 2,035,056,535,365 2,089,404,993,056 0.97 
39 Kab. Blora 1,858,187,916,237 1,943,031,160,462 0.96 
40 Kab. Grobogan 2,203,275,381,321 2,374,362,555,000 0.93 
41 Kab. Karanganyar 2,012,335,065,180 2,016,208,038,000 1.00 
42 Kab. Sragen 2,092,759,142,908 2,113,725,502,000 0.99 
43 Kab. Banjarnegara 1,836,015,079,137 1,881,785,248,900 0.98 
44 Kab. Kebumen 2,606,209,824,034 2,779,114,760,000 0.94 
45 Kab. Purbalingga 1,746,235,699,687 1,846,792,383,000 0.95 
46 Kota Magelang 840,042,626,525 823,177,275,000 1.02 
47 Kab. Magelang 2,036,310,089,428 1,963,399,637,796 1.04 
48 Kab. Purworejo 2,069,000,842,574 1,920,352,294,932 1.08 
49 Kab. Temanggung 1,678,688,079,170 1,709,015,655,249 0.98 
50 Kab. Wonosobo 1,575,601,833,680 1,723,957,430,560 0.91 
51 Kota Pekalongan 857,642,985,779 901,999,688,000 0.95 
52 Kab. Batang 1,498,614,094,093 1,573,731,019,980 0.95 
53 Kab. Kendal 1,888,728,093,841 1,833,356,474,931 1.03 
54 Kab. Tegal 2,161,161,059,588 2,348,492,203,000 0.92 
55 Kota Tegal 1,051,121,466,005 1,081,649,763,000 0.97 
56 Kab. Pemalang 2,112,514,280,374 2,264,674,144,000 0.93 
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2017 
57 Kota Semarang 3,964,574,307,584 3,967,691,653,122 1.00 
58 Kab. Semarang 2,135,227,865,431 2,058,632,591,000 1.04 
59 Kota Salatiga 882,746,082,111 877,849,094,000 1.01 
60 Kab. Pati 2,769,242,943,472 2,712,776,398,000 1.02 
61 Kab. Demak 2,060,864,280,423 2,052,162,981,000 1.00 
62 Kab. Rembang 1,722,252,909,030 1,763,792,031,110 0.98 
63 Kota Surakarta 1,803,920,801,908 1,797,903,966,264 1.00 
64 Kab. Klaten 2,581,515,295,917 2,613,176,815,902 0.99 
65 Kab. Sukoharjo 2,055,571,033,667 2,018,288,617,000 1.02 
66 Kab. Wonogiri 2,317,978,656,683 2,324,722,831,260 1.00 
67 Kab. Blora 2,013,829,444,230 2,062,082,706,756 0.98 
68 Kab. Grobogan 2,426,674,663,998 2,489,049,567,445 0.97 
69 Kab. Karanganyar 2,043,460,305,969 2,088,890,803,385 0.98 
70 Kab. Sragen 2,187,032,686,896 2,166,900,211,000 1.01 
71 Kab. Banjarnegara 2,167,801,161,490 2,172,223,792,000 1.00 
72 Kab. Kebumen 2,713,113,397,677 2,739,317,507,000 0.99 
73 Kab. Purbalingga 1,957,994,897,247 1,962,138,235,000 1.00 
74 Kota Magelang 909,525,862,920 927,645,879,000 0.98 
75 Kab. Magelang 2,271,336,015,858 2,357,201,309,000 0.96 
76 Kab. Purworejo 2,114,807,792,154 2,055,292,215,388 1.03 
77 Kab. Temanggung 1,779,850,394,321 1,782,091,942,671 1.00 
78 Kab. Wonosobo 1,829,290,334,360 1,843,308,209,585 0.99 
79 Kota Pekalongan 915,920,377,495 930,201,554,000 0.98 
80 Kab. Batang 1,666,164,720,814 1,688,601,940,818 0.99 
81 Kab. Kendal 2,047,555,046,096 2,057,834,605,083 1.00 
82 Kab. Tegal 2,450,766,552,130 2,511,082,377,000 0.98 
83 Kota Tegal 1,024,765,938,277 1,067,221,788,000 0.96 
84 Kab. Pemalang 2,353,030,274,957 2,366,403,484,000 0.99 
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Data Rasio Efisiensi 
NO Kabupaten/Kota 
Realisasi Biaya untuk 
Memperoleh 
Pendapatan 
Realisasi Pendapatan Hasil 
2015 
1 Kota Semarang 3,200,860,096,133 3,347,160,206,438 0.96 
2 Kab. Semarang 1,506,067,617,740 1,677,158,224,329 0.90 
3 Kota Salatiga 673,865,039,498 750,581,558,962 0.90 
4 Kab. Pati 1,834,833,717,380 2,181,691,961,101 0.84 
5 Kab. Demak 1,629,328,600,162 1,786,987,656,752 0.91 
6 Kab. Rembang 1,049,597,949,568 1,408,950,534,486 0.74 
7 Kota Surakarta 1,532,527,097,064 1,568,482,686,616 0.98 
8 Kab. Klaten 1,807,513,027,820 2,177,820,724,857 0.83 
9 Kab. Sukoharjo 1,519,776,477,018 1,784,106,364,462 0.85 
10 Kab. Wonogiri 1,698,066,038,439 1,963,704,538,729 0.86 
11 Kab. Blora 1,666,767,939,618 1,648,791,900,900 1.01 
12 Kab. Grobogan 1,752,438,812,621 2,011,588,934,756 0.87 
13 Kab. Karanganyar 1,648,862,279,623 1,834,209,380,841 0.90 
14 Kab. Sragen 1,896,201,082,906 2,024,057,424,890 0.94 
15 Kab. Banjarnegara 1,612,219,383,363 1,693,503,657,927 0.95 
16 Kab. Kebumen 2,033,106,110,205 2,326,188,256,641 0.87 
17 Kab. Purbalingga 1,298,154,429,988 1,567,587,735,546 0.83 
18 Kota Magelang 735,860,862,150 781,335,799,509 0.94 
19 Kab. Magelang 1,732,185,946,665 1,945,955,251,171 0.89 
20 Kab. Purworejo 1,558,324,821,942 1,842,491,063,926 0.85 
21 Kab. Temanggung 1,349,483,440,293 1,469,482,958,105 0.92 
22 Kab. Wonosobo 1,344,360,302,058 1,432,159,651,029 0.94 
23 Kota Pekalongan 792,543,896,689 809,733,612,473 0.98 
24 Kab. Batang 1,220,389,226,566 1,396,266,245,121 0.87 
25 Kab. Kendal 1,692,454,766,232 1,720,621,350,832 0.98 
26 Kab. Tegal 1,729,676,021,287 2,097,095,623,983 0.82 
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27 Kota Tegal 958,843,283,051 947,468,621,453 1.01 
28 Kab. Pemalang 1,777,978,292,423 1,966,423,490,803 0.90 
2016 
29 Kota Semarang 3,931,802,540,351 4,414,701,354,680 0.89 
30 Kab. Semarang 1,724,190,200,906 1,978,138,017,128 0.87 
31 Kota Salatiga 919,667,535,133 879,784,189,262 1.05 
32 Kab. Pati 2,071,848,000,283 2,445,063,689,933 0.85 
33 Kab. Demak 1,763,395,978,996 1,952,459,922,200 0.90 
34 Kab. Rembang 1,438,006,027,929 1,564,868,839,956 0.92 
35 Kota Surakarta 1,680,456,921,161 1,703,003,847,995 0.99 
36 Kab. Klaten 1,784,595,702,994 2,258,604,630,605 0.79 
37 Kab. Sukoharjo 1,650,404,440,343 1,931,896,575,824 0.85 
38 Kab. Wonogiri 1,832,895,490,836 2,035,056,535,365 0.90 
39 Kab. Blora 1,951,816,454,287 1,858,187,916,237 1.05 
40 Kab. Grobogan 1,967,739,525,055 2,203,275,381,321 0.89 
41 Kab. Karanganyar 1,818,357,207,631 2,012,335,065,180 0.90 
42 Kab. Sragen 2,108,368,506,274 2,092,759,142,908 1.01 
43 Kab. Banjarnegara 2,017,382,964,152 1,836,015,079,137 1.10 
44 Kab. Kebumen 2,283,531,796,631 2,606,209,824,034 0.88 
45 Kab. Purbalingga 1,555,984,728,968 1,746,235,699,687 0.89 
46 Kota Magelang 871,217,302,103 840,042,626,525 1.04 
47 Kab. Magelang 1,708,741,717,141 2,036,310,089,428 0.84 
48 Kab. Purworejo 1,968,159,503,754 2,069,000,842,574 0.95 
49 Kab. Temanggung 1,468,230,608,125 1,678,688,079,170 0.87 
50 Kab. Wonosobo 1,375,461,687,110 1,575,601,833,680 0.87 
51 Kota Pekalongan 869,324,083,854 857,642,985,779 1.01 
52 Kab. Batang 1,290,820,936,289 1,498,614,094,093 0.86 
53 Kab. Kendal 1,954,982,476,287 1,888,728,093,841 1.04 
54 Kab. Tegal 2,070,201,492,705 2,161,161,059,588 0.96 
55 Kota Tegal 1,074,082,617,386 1,051,121,466,005 1.02 
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56 Kab. Pemalang 1,843,048,079,592 2,112,514,280,374 0.87 
2017 
57 Kota Semarang 4,328,942,647,441 3,964,574,307,584 1.09 
58 Kab. Semarang 2,034,382,209,550 2,135,227,865,431 0.95 
59 Kota Salatiga 849,474,262,275 882,746,082,111 0.96 
60 Kab. Pati 2,071,726,133,897 2,769,242,943,472 0.75 
61 Kab. Demak 1,986,479,116,398 2,060,864,280,423 0.96 
62 Kab. Rembang 1,457,482,172,598 1,722,252,909,030 0.85 
63 Kota Surakarta 1,767,486,061,945 1,803,920,801,908 0.98 
64 Kab. Klaten 1,846,458,264,255 2,581,515,295,917 0.72 
65 Kab. Sukoharjo 1,581,523,010,006 2,055,571,033,667 0.77 
66 Kab. Wonogiri 1,972,104,990,827 2,317,978,656,683 0.85 
67 Kab. Blora 1,975,921,281,358 2,013,829,444,230 0.98 
68 Kab. Grobogan 2,127,940,209,859 2,426,674,663,998 0.88 
69 Kab. Karanganyar 1,460,079,328,298 2,043,460,305,969 0.71 
70 Kab. Sragen 1,797,357,910,150 2,187,032,686,896 0.82 
71 Kab. Banjarnegara 2,178,823,342,905 2,167,801,161,490 1.01 
72 Kab. Kebumen 2,113,132,464,285 2,713,113,397,677 0.78 
73 Kab. Purbalingga 1,708,374,442,209 1,957,994,897,247 0.87 
74 Kota Magelang 878,847,479,147 909,525,862,920 0.97 
75 Kab. Magelang 1,957,966,285,066 2,271,336,015,858 0.86 
76 Kab. Purworejo 1,773,135,401,455 2,114,807,792,154 0.84 
77 Kab. Temanggung 1,428,210,413,585 1,779,850,394,321 0.80 
78 Kab. Wonosobo 1,427,840,983,198 1,829,290,334,360 0.78 
79 Kota Pekalongan 924,172,718,082 915,920,377,495 1.01 
80 Kab. Batang 1,247,084,578,565 1,666,164,720,814 0.75 
81 Kab. Kendal 1,746,984,182,399 2,047,555,046,096 0.85 
82 Kab. Tegal 2,056,964,445,808 2,450,766,552,130 0.84 
83 Kota Tegal 1,016,537,313,308 1,024,765,938,277 0.99 
84 Kab. Pemalang 2,258,339,872,920 2,353,030,274,957 0.96 
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Lampiran 6 
Hasil Uji Regresi Logistik 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
OPINI 84 .00 1.00 .7500 .43561 
SPI 84 1.00 3.00 2.1548 .89838 
KTPP 84 1.00 3.00 2.0238 .94392 
TLRHP 84 .01 1.00 .7303 .31855 
RK 84 .10 .82 .2260 .12396 
REfk 84 .91 1.09 .9942 .03457 
REfi 84 .71 1.10 .9037 .08495 
Valid N (listwise) 84     
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
Hasil Uji Goodness of Fit 
Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 6.093 8 .637 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
-2 Log Likelihood Awal (Block Number 0) 
Iteration Historya,b,c 
Iteration -2 Log likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step 0 1 94.628 1.000 
2 94.472 1.096 
3 94.472 1.099 
4 94.472 1.099 
a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 94.472 
c. Estimation terminated at iteration number 4 
because parameter estimates changed by less than 
.001. 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
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-2 Log Likelihood Akhir (Block Number 1) 
Iteration Historya,b,c,d 
Iteration 
-2 Log 
likelihood 
Coefficients 
Constant SPI KTPP TLRHP RK REfk REfi 
Step 1 1 82.848 -.034 .486 -.214 1.429 -.601 -2.150 1.825 
2 80.916 .791 .688 -.316 1.934 -.874 -4.150 2.816 
3 80.850 1.215 .733 -.342 2.048 -.924 -4.847 3.047 
4 80.850 1.243 .735 -.343 2.053 -.925 -4.886 3.057 
5 80.850 1.243 .735 -.343 2.053 -.925 -4.887 3.057 
a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 94.472 
d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less 
than .001. 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
Uji Cox and Snell’s R Square dan Nagellkerke’s R Square 
Model Summary 
Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 
Square 
Nagelkerke R 
Square 
1 80.850a .150 .222 
a. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than .001. 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
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Tabel Matrik Klasifikasi 
Classification Tablea 
 
Observed 
Predicted 
 OPINI Percentage 
Correct  Non-WTP WTP 
Step 1 OPINI Non-WTP 5 16 23.8 
WTP 3 60 95.2 
Overall Percentage   77.4 
a. The cut value is .500 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
Tabel Uji Ketepatan Model 
Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 13.622 6 .034 
Block 13.622 6 .034 
Model 13.622 6 .034 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
Hasil Uji Regresi Logistik 
Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 
Lower Upper 
Step 1a SPI .735 .325 5.127 1 .024 2.085 1.104 3.939 
KTPP -.343 .313 1.203 1 .273 .710 .384 1.310 
TLRHP 2.053 .853 5.793 1 .016 7.792 1.464 41.469 
RK -.925 2.440 .144 1 .705 .397 .003 47.380 
REfk -4.887 9.019 .294 1 .588 .008 .000 358399.659 
REfi 3.057 3.668 .695 1 .405 21.265 .016 28192.952 
Constant 1.243 9.881 .016 1 .900 3.468   
a. Variable(s) entered on step 1: SPI, KTPP, TLRHP, RK, REfk, REfi. 
Sumber: Output SPSS 22, 2018 
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